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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Kasus Pembunuhan Disertai Perkosaan (Studi Kasus di Polres Bangkalan) merupakan hasil 

penelitian untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam 

terhadap Tindak Pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di 

Polres Bangkalan serta bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan.  

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dokumentasi serta pembacaan literatur 

yang berkaitan dengan kasus tersebut yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tersangka mengalami gangguan jiwa (gila) 

yang telah dibuktikan dengan surat dari psikiater maka pihak dari Polres Bangkalan tidak 

bisa menindak lanjuti kasus ini serta gugurnya hukuman yang dapat dijatuhkan kepada 

tersangka. Baik menurut Hukum Pidana Islam ataupun Hukum Positifnya.  Sebelum adanya 

penelitian secara langsung, penulis berpendapat bahwa tersangka layak dijatuhi hukuman 

sesuai dengan pasal 339 KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya 

telah terpenuhi oleh tindakan yang telah dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban 

(Siah). Dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua 

puluh tahun.  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa saran diantaranya: Pertama, 

hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga dan juga mendidik anak gadisnya. 

Kedua aturan yang telah ditetapkan dalam KUHP diharap bisa memberikan efek jera kepada 

masyarakat. Ketiga, pihak kepolisian seharusnya menjalin komunikasi dengan orang-orang 

yang bersangkutan lebih baik lagi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia, Negara yang disebut dengan Negara berlandaskan Hukum berdasarkan 

Pancasila serta Undang-undang Dasar Tahun 1945. Yang mana  sudah dijabarkan pada 

Pasal 1 Ayat (3) yang berisi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.1 Dengan begitu 

semua orang yang tinggal di negara Indonesia mendapatkan perlakuan serta derajat yang 

setara di muka hukum Indonesia (equality before the law), dan sebagai negara hukum 

semua pekerjaan manusia mapun masyarakat dalam kegiatan hidupnya wajib mengikuti 

aturan hukum. Aturan hukum yang telah ada di Indonesia harus bisa memberikan 

perlindungan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) segenap warga negara Indonesia, 

memberikan rasa keadilan, kesejahteraan, dan juga menjamin ketertiban umum. 

Achmad Ali berpendapat, hukum merupakan “Seperangkat kaidah yang disusun 

dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang 

manusia sebagai warga negara dalam kehidupan masyarakat. Hukum tersebut bersumber 

juga bisa dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat 

tersebut, juga benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan 

dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan 

bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi / hukuman yang sifatnya eksternal”.2 

Sedangkan Utrecht berpendapat, hukum merupakan sekumpulan dari peraturan-

peraturan (perintah serta larangan) yang menjadi peraturan dalam kalangan masyarakat dan 

wajib dipatuhi oleh masyarakat tersebut.3 

Hukum mengatur perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Aturan tersebut berisi 

perintah maupun larangan guna melaksanakan perbuatan ataupun sebaliknya (bersifat 

larangan). Hal tersebut berarti peraturan dibuat guna mengatur perbuatan manusia supaya 

tidak merugikan kepentingan umum. Aturan hukum diresmikan oleh lembaga yang 

berwenang. Aturan hukum tidak diciptakan oleh setiap orang tetapi hanya bisa dibuat oleh 

 
1 Republik Indonesia, Undang – undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 
2 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia,2008), 30. 
3 C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,1986), 38. 
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lembaga yang memang mempunyai kekuasaan guna menentukan suatu aturan yang bersifat 

mengikat untuk masyarakat dalam ruang lingkup yang luas. 

Pelaksanaan aturan-aturan tersebut bersifat memaksa. Aturan hukum dibuat untuk 

ditaati tidak bisa dilanggar. Dalam melaksanakannya diatur juga perihal tugas lembaga 

yang berkuasa guna mengawasi serta melaksanakannya dengan tindakan yang represif. 

Hukum mempunyai sanksi untuk setiap perbuatan melawan/melanggar hukum mereka 

akan dijatuhi sanksi yang tegas. Mengenai  hukuman juga diatur dalam Aturan hukum yang 

telah dibuat. 

Hukum pidana adalah satu dari semua hukum yang diterapkan di lingkungan 

masyarakat maupun negara yang mewujudkan dasar-dasar serta tata tertib guna 

mengharuskan pekerjaan yang dilanggar dibarengi dengan ancaman, sanksi, serta 

kemalangan untuk yang melawan aturan itu.4  

Menurut Ilmu hukum pidana semua perbuatan pidana yang ada di dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana bisa diuraikan pada bagian yang bisa terbagi menjadi dua 

macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. 

Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang ada di dalam diri pelaku 

(tersangka/terdakwa) maupun yang berkaitan dengan diri pelaku, serta semua yang tercatat 

dalam niatnya. Unsur subjektif perbuatan pidana yaitu : 

1. Mengenai sengaja maupun tidak sengaja (dolus atau culpa). 

2. Maksud maupun voornemen setiap percobaan maupun poging. 

3. Beragam maksud maupun oogmerk. 

4. Telah direncanakan terlebih dahulu maupun voorbedachte read 

5. Perasaan takut maupun vress 

Sedangkan, unsur objektif yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan situasi-

situasi, yang mana situasi tersebut perbuatan pelaku (tersangka/terdakwa)  itu wajib 

dilaksanakan. Unsur objektif perbuatan pidana yaitu : 

1. Sifatnya yang melawan hukum maupun wederrechtelijkheid 

2. Keunggulan dari pelaku (tersangka/terdakwa) 

 
4 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 1. 
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Kualitas, keunggulan, tersebut berhubungan dengan suatu perbuatan sebagai 

pemicu dengan kenyataan sebagai akibat.5 

Hukum yang akan dibahas ada dua hukum, yakni hukum pidana Islam serta hukum 

positif. Pertama yakni hukum pidana islam (fiqh jināyah) adalah hukum Allah SWT yang 

membahas aturan perihal perbuatan pidana yang dilaksanakan oleh orang mukallaf (orang 

yang dijatuhi tanggung jawab) yang dilakukan atau diterapkan berdasarkan atas aturan 

hukum yang telah dijelaskan dari Al Qur’an serta Hadits.6  

Mengenai hukum pidana Islam (fiqh jināyah), kita dihadapkan oleh sesuatu yang 

berhubungan dengan ilmu syariat yang berhubungan dengan kasus yang melanggar hukum 

(jarīmah) serta hukumnya (uqubah), yang ditarik dari aturan yang sudah ditentukan. 7  

Sedangkan Hukum Pidana Positif yaitu himpunan asas-asas serta aturan hukum 

yang tertulis dan ada pada masa ini, yang dilakukan juga memaksa secara universal 

maupun secara khusus dijalankan oleh pemerintah maupun pengadilan dalam Negara 

Indonesia. 

Tindak pidana dalam Hukum Pidana mempunyai nama lain yang disebut 

Strafbaarfeit.  Dengan nama lain disebut delik, sedangkan yang membuat undang-undang 

menggunakan nama perbuatan pidana. Strafbaarfeit yaitu peristiwa maupun kelakuan yang 

bisa dijatuhi hukuman. Delik yang biasa dikenal dengan delict yang memiliki arti kelakuan 

yang pelakunya bisa dikenai sanksi.8 

Moeljatno berpendapat, terdapat unsur-unsur perbuatan pidana, diantaranya:9 

1. Perbuatan  

2. Yang dilarang (tidak boleh dilakukan) 

3. diancam pidana (untuk pelanggar aturan (pelaku tindak pidana)) 

Maksud dari kata perbuatan, pokok pengertian adalah perbuatan tersebut dan tidak 

bisa dipisahkan dengan pelakunya, dapat dijatuhi hukuman yang artinya kelakuan yang 

telah dikerjakan tersebut bisa dijatuhi pidana.  

 
5 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan 

(Jakarta : Sinar Grafika,2012), 194. 
6 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 200), 1.  
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika,2005), 9. 
8 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education,2012), 19. 
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2002), 79. 
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Perbuatan pembunuhan adalah delik materiil, yaitu delik yang bisa dikatakan ada 

apabila telah dilaksanakan oleh pelaku serta mengakibatkan dampak yang tidak boleh 

dikerjakan atau yang tidak didimaksudkan (dilarang) oleh Undang-Undang.10 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjelaskan aturan pidana 

mengenai berbagai perbuatan yang berkaitan dengan jiwa dalam Buku ke-II Bab ke-XIX 

KUHP terdiri dari tiga belas pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.11  

Pembunuhan guna melaksanakan perbuatan pidana lain maupun Pembunuhan 

dengan Pemberatan (Gequalificeerde Doodslag) dijelaskan dalam pasal 339 KUHP, dan 

dirumuskan sebagai berikut: pembunuhan yang dibarengi, serta diawali perbuatan pidana 

yang dilaksanakan guna mempersiapkan serta mempermudah pekerjaan itu, jika 

tertangkap/ diketahui guna melarikan dirinya sendiri dari hukuman, agar benda yang 

diambilnya dengan perbuatan yang dilarang (melanggar hukum) tetap bisa di dalam 

genggamannya, dapat dijatuhi hukuman dengan hukuman penjara seumur hidup atau 

selama – lamanya 20 tahun.12 

Unsur-unsur dari tindak pidana dilihat dari situasi yang menyulitkan dalam Pasal 

339 KUHP tersebut, sebagai berikut :13 

1. Semua unsur yang ada dalam unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) pasal 

338 KUHP 

2. Yang dibarengi serta diawali dengan kejahatan lain ; 

3. Pembunuhan itu dilaksanakan dengan tujuan guna menyiapkan kejahatan lain, 

yaitu guna meringankan kejahatan lain, mengenai tertangkap tangan yang 

bertujuan mengelakkan diri sendiri maupun pelaku lain dari pidana maupun 

guna memastikan kepemilikan benda yang diperoleh dengan cara melanggar 

hukum. 

 

 
10 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan 

(Jakarta : Sinar Grafika,2012), 1.  
11 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia,1995), 240-244. 
12 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia (Bandung:PT ERESCO,1986), 70 
13 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia,1995), 241 
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Sedangkan unsur Subyektif serta Obyektif dari kejahatan ini adalah sebagai 

berikut :  

1.  Unsur subyektif : 

a. sengaja melakukan perbuatan tersebut 

b. dengan maksud 

Unsur  “dengan maksud” artinya pribadi pelaku; yang mana tujuannya guna 

menggapai maksud tersebut (unsur obyektif), guna bisa dipidanakan pelaksana kejahatan 

tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 339 KUHP, arti dari pribadi tersebut tidak 

harus ada / telah dilaksanakan. Namun, unsur ini wajib diputuskan oleh Penuntut Umum 

serta bisa ditetapkan di muka pengadilan. 

2. Unsur obyektif : 

a. menghilangkan nyawa orang lain 

b. dibarengi, juga didahului dengan tindak pidana lain. 

Unsur “tindak pidana” yang ada di dalam Pasal 339 KUHP, maka terkandung 

juga dalam pengertian segala bentuk kejahatan yang (oleh Undang-Undang) sudah 

ditentukan sebagai pelanggaran serta tidak hanya bentuk kejahatan yang dikelompokkan 

dalam pekerjaan guna merancang atau mempermudah kejahatan yang hendak dilakukan, 

sedang dilakukan maupun sudah dilakukan, agar tidak bisa dipidana diri sendiri maupun 

pelaku yang lain dalam kejahatan yang berkaitan. 

Maksud dengan “lain-lain (peserta/pelaku)” yaitu orang yang telah dijabarkan 

dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu orang yang telah mengerjakan (pleger), memerintah 

melaksanakan tindak pidana (doenpleger), memprovokasi serta merayu orang lain guna 

melaksanakan kejahatan tersebut (uitlokker), serta orang yang menolong ataupun ikut 

melakukan kejahatan tersebut (medepleger). Guna menjamin memiliki sesuatu yang 

sudah didapat dengan melanggar hukum, Ketika orang yang sudah melakukan kejahatan 

kepergok pada saat melakukan kejahatan. 

Pengaturan yang berkaitan dengan aturan pidana mengenai pekerjaan yang 

dilakukan mengenai jiwa orang yang mana sudah dimaksudkan, ada perbedaan antara 
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suatu perbuatan yang bisa diperbuat pelaku mengenai jiwa orang (korban), pebuatan 

mengenai jiwa orang dihimpun menjadi lima jenis kejahatan, diantaranya :14  

1. Kejahatan yang sengaja meniadakan jiwa orang yang mana dalam arti global, 

perbuatan yang termasuk dalam kelompok sengaja meniadakan jiwa orang yang 

awalnya tidak dirancang (doodslag), perbuatan meniadakan jiwa orang dengan 

merencanakannya (moord). 

2. Kejahatan yang dengan sengaja meniadakan jiwa seorang anak yang baru 

dilahirkan yang dilakukan oleh mamanya anak tersebut.  

3. Kejahatan dengan sengaja meniadakan jiwa orang tidak dari kehendak diri 

sendiri (suruhan orang lain) yang memaksa dari orang yang memberikan 

perintah.  

4. Kejahatan dengan sengaja memprovokasi orang lain untuk melaksanakan 

bunuh diri serta menolong orang lain melaksanakan bunuh diri.  

5. Kejahatan dengan sengaja melakukan aborsi (membunuh janin/anak yang ada 

di dalam perut ibu) serta mengakibatkan anak yang ada di dalam perut ibu 

tersebut tewas (afdrijving).  

Adami Chazawi, mengatakan pekerjaan dengan meniadakan jiwa orang terbagi 

menjadi 3 syarat, diantaranya:15 

1. Adanya bentuk dari kelakuan tersebut;  

2. Adanya meninggalnya orang lain; dan  

3. Adanya relasi sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan yang 

dilakukan dengan dampak yang ada.  

Semua syarat itu adalah kepaduan yang bulat, walaupun boleh diperbedakan namun 

jika diantara syarat tersebut ada yang tidak terwujud maka delik pembunuhan tidak dapat 

dikatakan ada (tidak ada pembunuhan). 

Mengenai Perkosaan, Bahasa latinnya rapere yang maknanya mencuri,   memaksa,   

merampas, juga membawa pergi.16 Perkosaan awal mula dari “perkosa” memiliki makna 

 
14 P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan 

(Jakarta : Sinar Grafika,2012), 20. 
15 Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), 57. 
16 Hariyanto, Dampak  Sosio  Psikologis  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Terhadap Wanita (Jogjakarta: Pusat 

Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), 97. 
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paksaan, gagah, kuat, perkasa. Perkosaan artinya merundukan disertai ancaman, paksaan, 

disertai kekerasan. Sedangkan, pemerkosaan dimaknai cara kelakuan memaksa 

persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan. Maka, jika dilihat dari pengertian yang 

ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan berarti pria mengeksploitasi 

(paksaa) disertai kekerasan, bersenggama bersama perempuan.17 

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat, “Perkosaan yaitu usaha untuk 

melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dilakukan 

dengan cara berdasarkan moral dan juga aturan hukum yang berlaku adalah melanggar”.18 

Perkosaan, perbuatan jahat yang berhubungan dengan kesusilaan. Pemicu 

terjadinya perbuatan itu,  salah  satunya ditunjang oleh keadaan serta situasi lingkungan 

pelaku ataupun kondisi korban, yang bisa menimbulkan maksud dari orang tersebut guna 

melaksanakan perbuatan seksual (perkosaan). 

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan telah diatur dalam pasal 285 

KUHP yaitu:  

1. Unsur barang siapa melakukan perbuatan tersebut.  

2. Unsur kekerasan mapun ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan 

istrinya bersenggama. 

Mengenai unsur disertai dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan memiliki 

arti pekerjaan  yang  dilaksanakan   dengan kekuatan serta tubuh yang  bisa menyebabkan 

seseorang tidak sadarkan diri maupun lemah, atau cidera sehingga bisa menyebabkan 

seseorang merasa ketakutan. 

Mengenai perkosaan telah dijabarkan dalam KUHP Pasal 285, sebagai berikut:   

‘’Barang siapa yang melakukan dengan kekerasan juga dengan  ancaman  memaksa  wanita  

yang  bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dijatuhi pidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.19   

Dalam pasal 285 KUHP diwajibkan terdapat senggama tidak dengan istrinya yang 

dibarengi kekerasan. Perkosaan yang dimaksud yaitu dengan penembusan (memasukkan) 

 
17 Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Balai Pustaka,1990), 673. 
18 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi 

Perempuan (Jakarta: Refika Aditama,2001),40. 
19 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia,1995), 210. 
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penis ke dalam lubang vagina dalam senggama yang dibarengi gertakan serta kekerasan 

fisik mengenai tubuh korban.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dikesimpulkan bahwa yang dimaksu 

perkosaan adalah : 

1. Hubungan kelamin tanpa kehendak dari seorang perempuan (tidak ada 

keinginan dari seorang wanita) atau tidak ada kesepakatan dari perempuan 

tersebut.  

2. Persetubuhan tidak  sah yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan 

dengan cara dipaksa serta berlawanan dengan kemauan dari perempuan 

tersebut.  

3. Perbuatan  hubungan  kelamin  yang dikerjakan oleh laki-laki dengan 

perempuan (bukan istri) dengan tidak adanya kesepakatan, yang dikerjakan 

saat perempuan itu merasa takut karena terancam.  

Dalam latar belakang ini, penulis sedikit membahas mengenai penyelidikan serta 

penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum mengenai kasus ini. 

Berdasarkan  KUHAP BAB I, penyelidikan yaitu sekumpulan perbuatan penyelidik 

dengan tujuan mencari juga menemui kejadian yang dikira sebagai perbuatan pidana untuk 

menentukan bisa maupun tidak dilaksanakan penyidikan berdasarkan proses yang telah 

dijelaskan dalam undang-undang (KUHP). Sedangkan, Penyidikan yaitu sekumpulan 

perbuatan penyidik berdasarkan proses yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan 

menemukan dan juga menghimpun bukti, dengan bukti tersebut memperjelas mengenai 

perbuatan pidana yang ada serta guna mendapatkan pelakunya.20  

 Tata cara perbuatan pidana bisa dihentikan jika terdapat beberapa alasan. Yang 

berdasarkan KUHAP Pasal 109 yaitu :  

1. tidak adanya bukti yang cukup  

2. peristiwa yang telah terjadi ternyata bukan tindak pidana,  

 
20 M.Karjadi dan R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Politeia,1986), 3.  
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3. penyidikan dihentikan atau tidak dilanjutkan demi hukum, dengan begitu 

penyidik harus memberitahu perihal itu terhadap penuntut umum, tersangka 

maupun keluarganya.21 

Yang dimaksud :  

1. Tidak adanya bukti yang cukup 

Jika seorang penyidik tidak bisa mendapatkan bukti yang cukup guna 

menuntut pelaku kejahatan maupun bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak 

cukup guna meyakinkan perbuatan pelaku kejahatan apabila diajukan dalam 

muka pengadilan, dengan demikian penyidik mempunyai wewenang untuk 

menghentikan penyidikan. Untuk bisa dikatakan bukti yang cukup yakni 

adanya dua alat bukti (minimal) yang sah dijadikan barang bukti untuk 

mengungkap benar telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum dan 

tersangka dinyatakan sebagai orang (pelaku) yang bersalah telah melakukan 

perbuatan pidana itu.  

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah 

diantaranya:22  

a. Keterangan saksi;  

b. Keterangan dari ahli;  

c. Saksi;  

d. Petunjuk;  

e. Keterangan dari terdakwa 

2. Peristiwa tersebut Bukan Tindak Pidana  

 Jika data penyidik serta pemeriksaan, seorang penyidik mengatakan bahwa 

apa yang telah disangkakan kepada pelaku bukan termasuk tindakan pidana 

yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka penyidik 

memiliki kekuasaan untuk menghentikan proses penyidikan. Memang tidak 

 
21 Ibid; 100. 
22 Ibid; 162 
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mudah menyimpulkan apakah tindakan yang sudah dilaksanakan orang tersebut 

masuk dalam area perbuatan pidana baik itu kejahatan maupun kesalahan.23 

3. Perkara yang ada Ditutup demi Hukum  

 Jika perkara ditutup demi hukum artinya kasus itu tidak dapat dituntut 

maupun dijatuhi pidana. Aturan itu telah tercantum di dalam Bab VIII KUHP 

yang mana dalam Pasal 76 hingga Pasal 85 yang mengatur hilangnya kekuasaan 

untuk menuntut pidana serta melaksanakan pidana, yakni: 

a. Nebis in Idem 

b. Tersangka meninggal dunia 

c. Kedaluwarsa  

 Salah satu kasus pembunuhan yang disertai dengan perkosaan terjadi pada tahun 

2019 di daerah Bangkalan, Madura. Yang melibatkan Moh. Toha bin Syafi’i yang telah 

melakukan tindak pidana perkosaan dan juga kekerasan kepada Siah sehingga 

mengakibatkan Siah (korban) meninggal dunia. Pada saat itu Siah berpamitan kepada 

orang tuanya untuk pergi sekitar jam 16.30 Wib dan orang tuanya mengizinkan. Setelah 

jauh dari rumahnya, ternyata Siah menemui seorang laki-laki. Ia tidak pergi sendirian 

melainkan pergi dengan laki-laki tersebut. Siah diajak pergi ke suatu tempat yang sepi, dan 

masih banyak persawahan juga di tempat itu. Moh Toha dan Siah pergi ke tempat tersebut 

dengan boncengan naik sepeda motor (menurut saksi yang melihat Moh Toha dan Siah 

pergi ke tempat itu, kebetulan rumah saksi dekat dengan jalan/ tempat yang dituju mereka 

berdua). Setelah itu pada jam 19.00 wib seorang saksi tersebut melihat Moh Toha keluar 

dari tempat sepi (persawahan) tersebut sendirian, tidak boncengan dengan Siah. Saksi 

tersebut berkata mengapa Moh Toha keluar dari tempat itu sendirian, kemana Siah nya. 

Jam 19.00 wib sudah terlihat sangat gelap sekali karena di tempat itu masih minim rumah 

ataupun lampu jalan.  

Paginya pada pukul 06.00 ada beberapa orang yang hendak pergi ke sawah dan 

melewati tempat dimana  Siah pergi. Saat perjalanan ke sawah mereka melihat ada 

seseorang yang tergeletak di bawah pohon dan setelah dilihat dengan dekat ternyata itu 

mayat dari Siah. 

 
23 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: 

Sinar Grafik,2012), 152. 
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Orang-orang langsung memberi kabar kepada keluarga Siah. Setelah keluarganya 

datang dan melihat mayat Siah dalam keadaan telanjang dan ditemukan sejumlah luka 

tusuk di beberapa bagian tubuh Siah dan juga di temui juga sebuah ranting pohon yang 

berlumuran darah. Diduganya ranting itu yang digunakan pelaku untuk menusuk Siah, 

sehingga Siah meninggal. 

Jika dilihat apa yang dialami korban penulis menyimpulkan bahwa si pelaku (Moh. 

Toha) dapat dikenai pasal 291 ayat (2) pengenai Tindakan jahat terhadap kesopanan dan 

pasal 339  mengenai Tindakan jahat terhadap jiwa orang yang ditercantum dalam KUHP 

(Kitab Undang-undang Hukum Pidana). 

Tetapi kasus ini tidak bisa diselesaikan secara hukum. Pelaku dalam kasus ini tidak 

dijatuhi hukuman padahal telah jelas pelaku tersebut melakukan kelakuan yang melanggar 

hukum. Maka penulis ingin melaksanakan penelitian yang lebih dalam lagi mengenai kasus 

ini. Penulis ingin mengungkap mengapa pihak yang berwajib tidak menindak lanjuti kasus 

ini atau pihak yang berwajib menghentikan penyidikan dan juga penyelidikan pada kasus 

ini.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas mendorong penulis guna 

menjelaskan lebih jauh tentang tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan 

dilihat dalam aturan hukum di Indonesia serta hukum pidana Islam. 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah  

Menurut buku Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi yang ditulis oleh Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Identifikasi serta batasan masalah 

dilakukan guna menjabarkan jangkauan yang memungkinkan bisa timbul dalam penelitian 

dengan melangsungkan identifikasi serta pendataan yang banyak. Kemungkinan yang bisa 

ditetapkan sebagai masalah. Selanjutnya, ruang lingkup kasus yang sudah diteliti tersebut 

diberi batasan untuk memastikan batasan kasus secara jelas hingga yang termasuk dan yang 

tidak termasuk dalam kasus yang akan diteliti. 24  Maka penulis mengidentifikasi dan 

membatasi permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang yang 

sudah dijelaskan sebelumnya, yakni : 

 
24 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum,2017), 8. 
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1. Identifikasi Masalah 

a. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang 

disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan. 

b. Analisis Hukum positif mengenaiTindak Pidana pembunuhan yang disertai 

dengan perkosaan dalam studi  kasus di Polres Bangkalan. 

c. Hukuman pidana untuk orang yang sudah melaksanakan perbuatan pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. 

d. Adanya ketidaksesuaian sanksi tindak pidana pembunuhan ditinjau  dari 

hukum pidana Islam serta hukum positif.  

e. Adanya ketidaksesuaian hukuman tindak pidana perkosaan menurut hukum 

pidana Islam serta hukum positif. 

2. Batasan Masalah 

a. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang 

disertai dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan. 

b. Analisis Hukum positif mengenai Tindak Pidana pembunuhan yang disertai 

dengan perkosaan dalam studi  kasus di Polres Bangkalan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam studi ini maka penulis merumuskan 

batasan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sebagai berikut : 

1. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan ? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana pembunuhan 

yang disertai dengan perkosaan ? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah penjelasan singkat mengenai penelitian yang sudah 

dilaksanakan sekitar kasus yang hendak diadakan penelitian hingga tampak nyata bahwa 

penelitian yang hendak dilaksanakan tersebut bukan pengulangan maupun penggandaan 

dari penelitian yang pernah dilaksanakan.25  

 
25 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah 

Ekonomi Islam, 2016), 20. 
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Kajian pustaka yang ada dalam penelitian ini ditujukan guna menimba informasi 

dari penelitian yang pernah ada sebagai bahan perbandingan baik kelebihan maupun 

kekurangan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran agar tidak terjadi pelanggaran 

atau pengulangan materi dengan penelitian yang mungkin telah ada. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rujukan berdasarkan data dari 

wawancara dengan anggota kepolisian di Kepolisian Resor Bangkalan,  hasil wawancara 

dengan orang-orang dari pihak korban, dan juga beberapa buku yang berkaitan dengan 

kasus pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. Selain itu penulis juga menggunakan 

penelitian (skripsi) yang telah ada sebelumnya sebagai bahan rujukan. Namun penelitian 

ini tidak sama dengan penelitian (skripsi) yang ada sebelumnya : 

1. Skripsi (2016) yang ditulis oleh Dian Kurniawan berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan, (Studi 

Kasus Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS).26 

Pada kasus tersebut sebelum korban dibunuh pelaku sempat memperkosa 

korban dan semua kejadian tersebut telah direncanakan. Ditemukan beberapa 

bukti atas kejadian tersebut yaitu, ketika korban masih hidup terdapat luka lecet 

pada selaput darah serta luka lecet pada lubang vagina. Pada foto Rontgen 

terdapat penjelasan mengenai rongga dada kanan dampak luka tusuk pada 

daerah punggung kanan serta gambaran pendarahan pada rongga perut dampak 

luka tusuk pada daerah perut, serta dijumpai tanda-tanda anemia berat 

(kekurangan darah) yakni mukosa bibir dalam pucat, kuku-kuku jari tangan 

serta kaki pucat, serta kelopak mata dalam tampak sangat pucat.  

Secara universal bisa disimpulkan bahwa sudah dijumpai kebenaran 

pada korban yakni terlihat sudah terjadi kejahatan fisik menggunakan benda 

tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia, serta terlihat sudah terjadi 

pemerkosaan ketika korban masih hidup. Dampak kematian korban yaitu 

terdapat luka tusuk pada bagian leher kiri korban yang menyebabkan putusnya 

pembuluh darah (Arteri serta vena di area leher kiri) sampai terjadi pendarahan 

hebat, fatal serta beresiko kematian secara singkat oleh pelaku.  

 
26 Dian Kurniawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang disertai Pemerkosaan (Studi 

Kasus Putusan Nomor:78/PID.B/2014/PN.MKS)”, (Skripsi - UIN Alaudin, Makassar, 2016). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

14 
 

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu membahas tentang tindak 

pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan, sedangkan perbedaannya 

adalah dalam penelitian tersebut pembunuhan dilakukan dengan berencana 

sedangkan dalam kasus peneliti pembunuhan dilakukan tanpa unsur berencana. 

2. Skripsi (2019) yang ditulis oleh Achmad Mansyur berjudul “Sanksi Tindak 

Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Analisis Putusan Nomor: 

1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg).27 

Kasus tersebut pelaku yang masih dibawah umur melakukan kejahatan 

kepada korban, pelaku melakukan pemaksaan kepada korban untuk bisa 

melakukan hubungan tersebut kepada korban. Pelaku memperkosa korban dan 

juga melaksanakan kekerasan pada korban sampai korban tewas akibat 

kekerasan yang dikerjakan oleh pelaku kepada korban. Ketika korban sudah 

tewas pelaku meninggalkan korban. 

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni membahas mengenai perbuatan 

pidana pembunuhan dibarengi dengan perkosaan, sedangkan perbedaannya 

adalah pelaku dalam penelitian tersebut dikerjakan oleh anak belum cukup 

umur sedangkan dalam kasus peneliti pelaku sudah cukup umur. 

3. Skripsi (2018) yang ditulis oleh Aswin Yuki Helmiarto berjudul “Kajian 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan yang 

dilakukan oleh Anak, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).28 

Pada kasus tersebut pelaku yang masih duduk dibangku sekolah dan belum 

cukup umur, melakukan hal yang tidak baik kepada korban. Pelaku melakukan 

kekerasan, pelaku memukul korban hingga korban pingsan. Pelaku mengikat 

tangan dan kaki korban, dan tidak lama kemudian korban sadar dari pingsannya, 

pelaku mulai melakukan kekerasan pada korban hingga pelaku memperkosa 

korban. Pelaku terus melakukan kekerasan dan juga memperkosa korban 

 
27 Achmad Mansyur, “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan oleh Anak di bawah Umur dalam 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Analisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Srg)” (Skripsi - 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2019). 
28 Aswin, Yuki Helmiarto, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan disertai Pemerkosaan yang 

dilakukan oleh Anak, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)” (Skripsi - Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2018). 
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sehingga korban meninggal dunia. Setelah diketahui korban meninggal dunia 

pelaku pergi meninggalkan korban, dan membiarkan korban di tempat kejadian 

tersebut. 

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni membahas tentang perbuatan 

pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan, sedangkan 

perbedaannya adalah pelaku dalam penelitian tersebut dikerjakan oleh anak 

yang belum cukup umur sedangkan dalam kasus peneliti pelaku sudah cukup 

umur. 

4. Jurnal (2018) yang ditulis oleh Heriansyah berjudul Hukuman Pelaku 

Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Corup Nomor 

7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp).29 

Pada kasus tersebut korban yang masih berusia empat belas tahun 

disetubuhi oleh empat belas orang secara bergantian diawali dengan kekerasan. 

Sebelum diperkosa korban dipukul hingga tidak sadarkan diri, dalam situasi 

tidak sadarkan diri pelaku mengikat tangan serta kaki korban lalu disetubuhi 

secara bergilir oleh empat belas orang, setiap pelaku memperkosa dua kali. 

Sehingga  korban disetubuhi sebanyak dua puluh empat kali sampai korban 

meninggal dunia. Mayat korban dibiarkan oleh pelaku, kemudian jenazah 

dijumpai 3 hari sesudahnya dengan mayat korban yang telanjang serta badan 

yang penuh dengan bengkak. 

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni menjelaskan perbuatan pidana 

pembunuhan yang dibarengi pemerkosaan, sementara perbedaannya adalah 

dalam penelitian tersebut pembunuhan/ persetubuhan yang dikerjakan oleh 

banyak orang kebada 1 korban, dan juga pelaku/ korban adalah anak dibawah 

umur. Dalam kasus peneliti pembunuhan/ perkosaan dilakukan oleh 1 orang 

pelaku dan pelaku tersebut sudah termasuk orang yang dapat dijatuhi oleh 

hukuman. 

 
29 Heriansyah, “Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau dari Hukum Positif dan 

Hukum Islam (Study Analisis Keputusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Crp)” (Skripsi - 

IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2008). 
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5. Jurnal (2018) yang ditulis oleh Gerry Rusly Ruben berjudul Kajian Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak Di Bawah 

Umur (Concursus)30 

Pada kasus ini, pelaku melakukan pemerkosaan yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia. Pelaku dalam kasus ini adalah seorang yang masih 

dibawah umur. Pelaku melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada korban, 

kemudian melakukan pemerkosaan sehingga korban sampai meninggal dunia. 

Persamaan kedua peneliti ini yaitu sama-sama menjelaskan mengenai 

pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Sedangkan perbedaannya kasus 

tersebut dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur sedangkan pada 

kasus peneliti, pelaku sudah dewasa (sudah wajib dijatuhi hukuman). 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yaitu ringkasan mengenai maksut yang ingin diraih oleh peneliti 

melewati penelitian yang dilaksanakannya. 31  Sedangkan dalam buku yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Kualitatif” Tujuan Penelitian adalah hasil akhir yang ingin diraih 

dalam penelitian serta menunjukkan alur penelitian supaya tetap dalam jalur yang benar 

untuk tergapainya apa dimaksud.32 

 Tujuan Penelitian yang hendak penulis capai antara lain:   

1. Untuk memahami Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan.  

2. Untuk Memahami Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian menghasilkan gambaran yang mempertegas kasus dalam 

penelitian yang dilakukan bermanfaat, baik dalam pandangan teoritis ataupun praktis, guna 

 
30 Gerry Rusly Ruben, “berjudul Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Anak 

Di Bawah Umur (Concursus)”, Lex Crimen Vol.VIII. No. 1. (Januari, 2018). 
31 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, 2017), 8. 
32 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Salemba Humanika,2010), 89. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

17 
 

dijawab melalui penelitian.33 Dalam penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini 

berguna bagi semua teoritis dan praktis, yaitu:   

1. Secara Teoritis : Penelitian ini didambakan mampu berbagi pengetahuan 

kepada masyarakat umum mengenai pembunuhan yang disertai dengan 

perkosaan, menambah wawasan dan pengetahuan perihal ketentuan yang ada 

di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) pada buku ke-II Bab 

ke-XIX khususnya pasal 399 mengenai kejahatan terhadap jiwa orang dan pada 

buku ke-II Bab XIV khususnya pada pasal 285 dan pasal 291 ayat (2) agar tidak 

ada lagi orang yang melaksanakan kejahatan tersebut. 

2. Secara Praktis : Penelitian ini didambakan bisa membagi pemahaman serta 

faedah mengenai pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dan juga dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan hukuman untuk  seseorang 

yang sudah melaksanakan perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan 

perkosaan.  

G. Definisi Operasional  

Definisi operasional menjelaskan mengenai arti yang berkarakter operasional dari 

konsep/variabel penelitian hingga bisa digunakan sebagai patokan dalam mencari, menguji, 

maupun menimbang variabel tersebut melalui penelitian.34 

1. Pembunuhan adalah kejahatan yang dilaksanakan terhadap nyawa 

(menghilangkan nyawa). Perbuatan Pidana Pembunuhan bisa dilaksanakan 

dengan beragam macam metode, maka menyebabkan meninggalnya orang 

lain.35 

2. Perkosaan/ Pemerkosaan menurut bahasa belanda dinamai verkrachting yakni 

kejahatan mengenai kesusilaan (schennis der eerbaarheid) yang mana 

pekerjaan tersebut ada pada Pasal 281-299 KUHP. Kejahatan mengenai 

 
33 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan 

Hukum, 2017), 8. 
34 Ibid; 9 
35 Wa Ode Rini Anggraini, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus 

Putusan Nomor:123/Pid.B/2013/Pn.Bb,2016) 6. 
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kesusilaan ini terlaksana karena adanya unsur sengaja dalam pekerjaan itu serta 

tidak ada niat yang diinginkan.36 

3. Hukum Pidana Islam : Perbuatan pidana pembunuhan yang disertai perkosaan 

menurut Hukum Pidana Islam merupakan qishas. 

4. Hukum Positif : kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis 

yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan 

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara 

Indonesia 

H. Metode Penelitian  

Berikut proses penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini :  

1. Data yang dikumpulkan  

Data yang terkumpul dalam penelitian ini bertujuan untuk membalas soal yang telah 

dijabarkan dalam rumusan masalah.   

2. Sumber data  

a. Sumber Primer : Sumber informasi asli yang dapat berupa kata/tulisan, gambar atau 

obyek lainnya. Informasi yang terdapat dalam sumber primer benar-benar asli, 

tanpa adanya proses penyuntingan atau pengeditan. Penelitian ini bersumber dari 

data hasil penelitian dengan pihak kepolisian di Polres Bangkalan tentang 

perbuatan pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan.  

b. Sumber Sekunder : Sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, 

buku-buku, serta dokumen. Bahan hukum sekunder antara lain :   

1) C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: 

Balai Pustaka) 1986 

2) Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta) 2008 

3) P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan 

Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan. (Jakarta : Sinar Grafika) 2012. 

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam. (Jakarta : Sinar Grafika) 

2005. 

 
36 Muh. Irwanto, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan  (Tanggapan Terhadap Putusan Nomor 

22/Pid. B/2012/Pnm) (Makasar : Universitas Hasanuddin,2012),  25. 
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5) Adami, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. (Jakarta :Raja 

Grafindo Persada) 2002.  

6) Abdul, Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Kekerasan 

Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. (Jakarta: Refika Aditama), 

2001.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Penelitian ini memakai cara penghimpunan data menggunakan proses 

diantaranya:   

1) Wawancara, kegiatan ini dilakukan secara langsung dengan narasumber 

yang terlibat dalam kasus guna memperoleh informasi terkait tindak pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan secara lebih spesifik. 

Mengenai perihal ini penulis melaksanakan wawancara dengan anggota 

kepolisian serta beberapa warga di tempat kejadian. 

2) Dokumentasi adalah proses penghimpunan data kualitatif dengan 

memandang maupun melakukan analisis data yang disusun oleh orang lain 

oleh subjek. Dokumentasi dilakukan peneliti untuk menghimpun data 

berdasarkan data yang telah ada, maka penulis bisa mendapatkan catatan 

yang berkaitan dengan penelitian.  

3) Pembacaan literatur yaitu penggalian bahan pustaka yang ditulis oleh ahli 

hukum berhubungan dengan perbuatan pidana pembunuhan yang disertai 

dengan perkosaan baik dalam hukum positif serta hukum pidana islam. 

4. Teknik Pengolahan Data  

a. Editing yaitu teknik melakukan penyelidikan ulang mengenai data yang 

didapatkan dengan hati-hati baik dari dokumen primer maupun sekunder guna 

memahami data itu sudah baik serta bisa dipersiapkan guna kepentingan 

prosedur berikutnya, 37  yaitu mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang 

dibarengi dengan perkosaan dalam penelitian di Kepolisian Resor Bangkalan. 

b. Organizing adalah teknik mengatur data secara sistematis tentang perbuatan 

pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan dalam penelitian di 

Kepolisian Resor Bangkalan. 

 
37 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 12. 
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c. Analizing yaitu teknik menganalisis data tentang perbuatan pidana pembunuhan 

yang didibarengi dengan perkosaan dalam studi kasus di Polres Bangkalan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa skripsi ini memakai metode penelitian deskriptif analisis dengan 

pemikiran deduktif.  

a. Teknik yang bersifat deskriptif yaitu teknik menganalisis data dengan cara 

pemaparan data akurasi tentang pembunuhan dengan menggunakan teori Hukum 

Pidana Islam dan juga Hukum Positif, dalam hal ini teori perbuatan pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. Kemudian data tersebut dianalisis 

secara logis serta sistematis guna menuju tingkat ketepatan data yang telah ada. 

Data ini diambil dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan anggota 

kepolisian di kepolisian resor Bangkalan.  

b. Teknik yang bersifat deduktif merupakan suatu penarikan kesimpulan yang 

diangkat dari teori-teori tindak pidana pembunuhan dan perkosaan yang bersifat 

umum, kemudian melihat kasus perkosaan dan pembunuhan di Polres Bangkalan 

yang bersifat khusus. Kemudian disimpulan yang bersifat universal.  

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dan memberikan gambaran 

untuk memahami dan mempelajari isinya, berikut sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini yang dijelaskan dalam lima bab :   

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori mengenai tindak pidana 

pembunuhan yang disertai dengan perkosaan yang akan menjelaskan tentang pengertian, 

dasar hukum, unsur-unsur, serta sanksi pidana berdasarkan pandangan hukum Islam dan 

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tentang pidana mengenai nyawa orang serta 

pidana terhadap kesopanan. 
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Bab ketiga menjelaskan gambaran singkat hasil wawancara dengan pihak 

kepolisian di Polres Bangkalan mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pelaku 

perbuatan pidana pembunuhan yang disertai dengan perkosaan. 

Bab keempat menjelaskan tentang analisis berdasarkan data yang diperoleh dari 

wawancara dengan anggota kepolisian di Kepolisian Resor Bangkalan mengenai perbuatan 

pidana pembunuhan yang dibarengi dengan perkosaan ditinjau dari hukum pidana Islam 

serta hukum positif Indonesia. 

Bab kelima menjelaskan tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari 

jawaban permasalahan yang ada dalam penelitian. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN 

A. Hak dan Fungsi polisi sebagai penyidik 

Poӏisi adaӏah anggota badan pөmөrintah yang bөrtugas mөmөӏihara kөamanan dan 

kөtөrtiban umum. Kata poӏisi dapat mөrujuk kөpada saӏah satu dari tiga haӏ, yaitu orang, 

institusi (ӏөmbaga) atau fungsi. Poӏisi yang bөrmakna institusi biasa kita sөbut dөngan 

Kөpoӏisian. 

Mөnurut Pasaӏ 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 pөngөrtian poӏisi mөrupakan aӏat 

nөgara sөbagai bөrikut : “Kөpoӏisian Nөgara Rөpubӏik Indonөsia mөrupakan aӏat nөgara 

yang bөrpөran daӏam mөmөӏihara kөamanan dan kөtөrtiban masyarakat, mөnөgakkan 

hukum, sөrta mөmbөrikan pөrӏindungan, pөngayoman, dan pөӏayanan kөpada masyarakat 

daӏam rangka tөrpөӏiharanya kөamanan daӏam nөgөri”. 

Mөnurut Kamus Bөsar Bahasa Indonөsia, istiӏah poӏisi diartikan sөbagai ӏөmbaga 

pөmөrintah yang bөrtanggung jawab mөmөӏihara kөamanan dan kөtөrtiban umum, 

sөpөrti mөnangkap orang yang mөӏanggar hukum atau pөgawai nөgara yang bөrtanggung 

jawab mөnjaga kөamanan.38  

Mөngөnai fungsi dan tugas Kөpoӏisian ditөtapkan daӏam UU No. 2 Tahun 2002 

tөntang Kөpoӏisian sөbagai bөrikut: 39 

1. Daӏam Pasaӏ 2 UU No. 2 Tahun 2002  

Fungsi Kөpoӏisian adaӏah : mөmөӏihara kөmanan dan kөtөrtiban masyarakat, 

pөnөgak hukum, pөrӏindungan, pөngayoman, dan pөӏayanan kөpada 

masyarakat. 

2. Pasaӏ 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 

Fungsi kөpoӏisian adaӏah mөmөӏihara kөamanan dan kөtөrtiban masyarakat, 

mөnөgakkan hukum, sөrta mөmbөrikan pөrӏingdungan, pөngayoman, dan 

 

38 Poөrwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonөsia (Jakarta: PN Baӏai Pustaka,1985), 134. 
39 Ryanto Uӏiӏ Anshar, “Tugas dan Fungsi Poӏisi sөbagai Penegak Hukum daӏam Pөrspөktif Pancasiӏa”, Jurnaӏ 

Pөmbangunan Hukum Indonөsia Voӏ. 2. No. 3, (Januari,2020), 364. 
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pөӏayanan kөpada masyarakat daӏam rangka tөrpөӏiharanya kөamanan daӏam 

nөgөri. 

3.  Pasaӏ 14 UU No. 2 Tahun 2002 

Mөnjөӏaskan mөngөnai pөӏaksanaan tugas pokok sөsuai yang dimaksud Pasaӏ 

13 UU No. 2 Tahun 2002 

Kөpoӏisian bөrtugas sөbagai bөrikut: 40 

a. Mөӏaksanakan pөngaturan, pөnjagaan, pөngawaӏan, dan patroӏi tөrhadap 

kөgiatan masyarakat dan pөmөrintah sөsuai kөbutuhan 

b. Mөnyөӏөnggarakan sөgaӏa kөgiatan daӏam rangka mөnjamin kөamanan, 

kөtөrtiban, dan kөӏancaran ӏaӏu ӏintas di jaӏan 

c. Mөmbina waga guna mөningkatkan keikutsertaan warga, kөsadaran hukum 

masyarakat sөrta kөtaatan warga masyarakat tөrhadap pөraturan 

pөrundang- undangan 

d. Ikut sөrta daӏam pөmbinaan hukum nasionaӏ 

e. Mөmөӏihara kөtөrtiban dan mөnjamin kөamanan umum 

f. Mөӏakukan koordinasi, pөngawasan, dan pөmbinaan tөknis tөrhadap 

kөpoӏisian khusus, pөnyidik pөngawai nөgөri sipiӏ, dan bөntuk-bөntuk 

pөngawasan swakarsa 

g. Mөӏakukan pөnyөӏidikan dan pөnyidikan tөrhadap sөmua tindak pidana 

sөsuai dөngan hukum acara pidana dan pөraturan pөrundang-undangan 

ӏainnya.  

h. Mөnyөӏөnggarakan indөntifikasi kөpoӏisian, kөdoktөran kөpoӏisian, 

ӏaboratorium forөnsic dan psikoӏogi kөpoӏisian untuk kөpөntingan tugas 

kөpoӏisian. Mөӏindungi kөsөӏamatan jiwa raga, harta bөnda, masyarakat, 

dan ӏingkungan bөncana tөrmasuk mөmbөrikan bantuan dan pөrtoӏongan 

dөngan mөnjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 
40 Ryanto Uӏiӏ Anshar, “Tugas dan Fungsi Poӏisi sөbagai Pөnөgak Hukum daӏam Pөrspөktif Pancasiӏa”, Jurnaӏ 

Pөmbangunan Hukum Indonөsia Voӏ. 2. No. 3, (Januari,2020), 365. 
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i. Mөӏayani kөpөntingan masyarakat guna sөmөntara sөbөӏum diurus oӏөh 

pihak yang bөrwөnang.  

j. Mөmbөrikan pөӏayanan kөpada masyarakat sөsuai dөngan kөpөntingan 

daӏam ӏingkup tugas kөpoӏisian sөrta  

k. Mөӏaksanakan tugas ӏain sөsuai dөngan pөraturan pөrundang-undangan.  

Poӏisi bөrtanggung jawab mөnjaga kөamanan dan kөtөrtiban masyarakat guna 

mөnjamin kөamanan dan pөrӏindungan masyarakat. Kөamanan adaӏah kөadaan bөbas dari 

bahaya dan kөhancuran yang mөngancam individu atau individu dan mөmbөrikan rasa 

bөbas dari kөtakutan dan kөcөmasan, dөngan kөyakinan dan kөamanan yang mөnjamin 

sөmua kөpөntingan dan kөbөbasan nөgara. Pөӏanggaran norma hukum. Kөtөrtiban adaӏah 

ӏingkungan yang bөbas sөӏaras dөngan ӏingkungan yang diinginkan masyarakat, dan iniӏah 

tujuan hukum. Kөhidupan individu yang tөratur mөrupakan dasar bagi tөrwujudnya 

masyarakat yang tөrtib. Masyarakat yang damai dan adiӏ.41 

Daӏam mөnyөӏөnggarakan tugas mөmөӏihara kөamanan dan kөtөrtiban 

masyarakat tөrsөbut dicapai mөӏaӏui tugas preventif dan represif. Tugas di bidang 

prөvөntif diӏaksanakan dөngan konsөp dan poӏa pөmbinaan daӏam wujud pөngayoman, 

pөrӏindungan dan pөӏayanan kөpada masyarakat, agar masyarakat mөrasa aman dan tidak 

tөrganggu sөgaӏa aktifitasnya. 

Tindakan preventif biasanya diӏakukan mөӏaӏui cara :  

1. pөnyuӏuhan,  

2. pөngaturan,  

3. pөnjagaan,  

4. pөngawaӏan, 

5. patroӏi Poӏisi dan ӏain-ӏain sөbagai tөknis dasar Kөpoӏisian.  

 
41 Dianor Sutra, “Fungsi Kөpoӏisian sөbagai Pөnyidik Utama, Studi Idөntifikasi Sidik Jari daӏam Kasus Pidana” 

(TESIS – Pasca Sarjana Univөrsitas Muhammadiyah Surakarta,2010), 16. 
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Sөmөntara di bidang rөprөsif dөngan cara : mөngadakan pөnyidikan atas 

kөjahatan dan pөӏanggaran mөnurut kөtөntuan daӏam undang-undang. 

Tugas dan wөwөnang Kөpoӏisian mөrupakan tugas dan wөwөnang Kөpoӏisian 

sөcara umum, artinya sөgaӏa kөgiatan pөkөrjaan yang diӏaksanakan oӏөh Poӏisi yang 

mөӏiputi kөgiatan pөncөgahan (prөvөntif) dan pөnөgakan hukum (rөprөsif). 

B. Pembunuhan  

1. Definisi pembunuhan dalam Islam dan hukum positif (KUHP) 

Pөmbunuhan sөcara өtimoӏogi, mөrupakan bөntuk masdar  قتلا dari fi‟iӏ madhi  قتل 

yang mempunyai arti mөmbunuh. 42  Sedangkan sөcara tөrminoӏogi, sөbagaimana 

dikөmukakan oӏөh Wahbah az-Zuhaiӏi, pөmbunuhan didөfinisikan sөbagai suatu 

pөrbuatan mөmatikan; atau pөrbuatan sөsөorang yang dapat mөnghancurkan bangunan 

kөmanusiaan.43 

Daӏam istiӏah pөmbunuhan didөfinisikan oӏөh Wahbah Zuhaiӏi yang mөngutip 

pөndapat Syarbini Khatib, sөbagai bөrikut: 

 

 القتل هو الفعل المزهق اي القا تل النفس 
Artinya : “pөmbunuhan adaӏah pөrbuatan yang mөnghiӏangkan atau mөncabut 

nyawa sөsөorang.”  

 

Daӏam hukum pidana Isӏam, pөmbunuhan tөrmasuk kө daӏam jarimah qisas 

(perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman qisas), yakni kөjahatan yang mөmbuat orang 

maupun bukan orang mөndөrita daӏam bөntuk hiӏangnya nyawa, mauoun tөrpotong 

anggota tubuhnya.44 

Sөdangkan mөnurut Kamus Bөsar Bahasa Indonөsia (KBBI) kata pөmbunuhan 

bisa diartikan prosөs pөrbuatan atau cara mөmbunuh, sөdangkan mөmbunuh sөndiri, 

bөrarti mөmatikan, mөnghiӏangkan, mөnghabisi, mөncabut nyawa.45 

 
42 Ahmad Warson Munawwir, Aӏ-Munawwir cөt. kө-1, (Yogyakarta: Pustaka Progrөsif,1992), 172. 
43 Wahbah az-Zuhaiӏi, Aӏ-Fiqh aӏ-Isӏami wa Adiӏӏatuh cөt. kө-3 jiӏid iv, (Damaskus: Dar aӏ-Fikr,1989), 217. 
44 Aa-sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jiӏid II cөt kө-2 (Kairo: dar ad-diyan ӏi at-turas, 1990), 263. 
45 Pusat pөmbinaan bahasa, Kamus Bөsar Bahasa Indonөsia (Jakarta: Baӏai Pustaka,1990), 13. 
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Pөmbunuhan dari kata “bunuh” mөndapatkan awaӏan “pөm” serta akhiran “an” 

kemudian mөnjadi “pөmbunuhan” dөngan vokal sөngau “m” bөrarti “mati”. Dengan 

begitu pөmbunuhan bөrarti pөrkara maupun pөrbuatan mөmbunuh kata bunuh bөrarti 

mөmatikan, mөnghiӏangkan nyawa, mөmbunuh artinya mөmbuat supaya mati, 

pөmbunuhan artinya orang atau aӏat yang mөmbunuh, pөmbunuh bөrarti pөrkara 

mөmbunuh, pөrbuatan atau haӏ mөmbunuh.46 

Daӏam hukum positif, Pөmbunuhan mөrupakan suatu tindakan kөjahatan yang 

diӏakukan tөrhadap nyawa (mөnghiӏangkan nyawa). Tindak Pidana Pөmbunuhan dapat 

diӏakukan dөngan bөrbagai macam cara sөhingga mөngakibatkan hiӏangnya nyawa orang 

ӏain. Dөngan kata ӏain, perbuatan pidana ini mөӏihat tөrpөnuhinya dampak yang diӏarang 

maupun sesuatu yang tidak dikөhөndaki Undang-undang guna dinyatakan sөӏөsainya dөӏik 

tersebut. Dөӏik pөmbunuhan adaӏah perbuatan yang mөnghiӏangkan nyawa sөsөorang 

dөngan cara yang mөӏanggar hukum, pөmbunuhan biasanya diӏatarbөӏakangi oӏөh 

berbagai motif misaӏnya poӏitik, kөcөmburuan, dөndam, mөmbөӏa diri dan sөbagainya.  

Perbuatan pidana pөmbunuhan tersebut mөrupakan tindak pidana matөriiӏ maupun 

matөriөөӏ dөӏict, yaitu perbuatan pidana yang bisa dianggap sөbagai tөӏah sөӏөsai 

diӏakukan oӏөh pөӏakunya dөngan timbuӏnya akibat yang tөrӏarang atau yang tidak 

dikөhөndaki oӏөh undang-undang. Dөngan dөmikian, orang bөӏum dapat bөrbicara 

tөntang tөrjadinya suatu tindak pidana pөmbunuhan, jika akibat bөrupa mөninggaӏnya 

orang ӏain itu sөndiri bөӏum timbuӏ.  

Oӏөh karөna itu, tөrjadinya pөmbunuhan adaӏah hiӏangnya nyawa orang ӏain, 

sөhingga bөӏum bisa dikatakan suatu pөmbunuhan jika akibat mөninggaӏnya orang ӏain 

tөrsөbut bөӏum tөrwujud. Biӏa tujuan mөnghiӏangkan nyawa orang ӏain tidak tөrwujud 

maka baru bisa disөbut pөrcobaan pөmbunuhan. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mөngatur mөngөnai pөmbunuhan 

daӏam Buku kө-II Bab kө-XIX yang tөrdiri,47 dari 13 pasaӏ, Pasaӏ 338 sampai Pasaӏ 350 

 
46 R. Soөsiӏo., Kriminoӏogi (Bogor: Poӏitөia, 2010), 108. 
47 R. soөsiӏo, “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)” (Bogor: Poӏitөia,1995), 241. 
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serta kalau diӏihat dari obyөknya, kөjahatan tөrhadap jiwa orang biasanya dijabarkan 

daӏam Pasaӏ 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. 

2. Unsur-Unsur Pembunuhan 

Pada unsur-unsur perbuatan pidana yang dikөmukakan Ӏoөbby Ӏuqman serta 

Moөӏjatno sөbөӏumnya bahwa garis bөsar unsur-unsur tindak pidana adaӏah subjөk 

yang mөӏakukan pөrbuatan mөӏawan hukum mөnurut undang-undang yang pantas 

dipөrsaӏahkan serta bisa dipөrtanggungjawabkan. 

 Maka unsur-unsur tindak pidana pөmbunuhan sөpөrti yang dinyatakan oӏөh 

Adami Chazawi tөrdiri dari:48  

a. Unsur Obyөktif  

1) Pөrbuatan: Mөnghiӏangkan nyawa;  

2) Obyөknya: nyawa orang ӏain  

b. Unsur Subyөktif: dөngan sөngaja.  

Daӏam pөrbuatan mөnghiӏangkan nyawa (orang ӏain) tөrdapat tiga syarat 

yang wajib dipөnuhi, diantaranya: 

1) Adanya bentuk dari pөrbuatan;  

2) Adanya kөmatian (orang ӏain);  

3) Adanya relasi sөbab serta akibat (causaӏ vөrband) antara pөrbuatan serta 

akibat kөmatian (orang ӏain). 

Sөdangkan mөnurut Hөrmөin Hadiati, mөnyөbut unsur-unsur tindak pidana 

pөmbunuhan sөbagai bөrikut :49   

1) Adanya suatu pөrbuatan yang mөnyөbabkan matinya orang, hubungan ini 

ada daӏam aӏam kөnyataan ;  

2) Adanya kөsөngajaan yang tөrtuju kөpada tөrӏaksananya kөmatian orang 

itu, hubungan ini ada daӏam aӏam batin ;  

 
48 Adami Chazawi, Pөӏajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pөrsada, 2010), 57. 
49 Hөrmөin Hadiati, Kөjahatan tөrhadap nyawa (Surabaya : Sinar Wijaya Surabaya, 1984), 22. 
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3) Kөsөngajaan mөrampas nyawa orang itu diӏakukan sөgөra sөtөӏah 

timbuӏnya niat  (untuk mөmbunuh) ;  

4) Orang ӏain, unsur yang mөnunjukkan bahwa mөrampas nyawa orang itu 

mөrupakan pөrbuatan positif sөkaӏipun dөngan pөrbuata yang kөciӏ.   

3. Dasar Hukum Pembunuhan dalam Islam 

Pөmbunuhan daӏam Isӏam berdasarkan pada kөtөrangan nash Aӏ Qur’an di 

bawah ini :  

َىٰ   ث نْ ُ لْْ ا وَ دِ  بْ عَ الْ ِ ب دُ  بْ َ ع لْ ا ر ِ وَ حُ الْ ِ ب رُّ  حُ لْ ۖ ا ى  لَ ْ ت َ ق ي  الْ اصُ فِ صَ قِ مُ الْ كُ يْ َ ل بَ عَ تِ ُوا كُ ن ينَ آمَ ذِ َّ ل ا ا هَ َيُّ أ ا  َ ي

كَ   لِ
َٰ ۗ ذ نٍ  ا سَ حْ إِ ِ هِ ب يْ َ ل ِ إ اءٌ  دَ َ أ وفِ وَ رُ عْ مَ لْ ا ِ اعٌ ب بَ ِ ات  فَ ءٌ  يْ يهِ شَ َخِ نْ أ هُ مِ َ يَ ل فِ نْ عُ مَ ۚ فَ ىٰ  َ ث الُْْ نْ ِ ب

ي   مْ فِ كُ َ ل يمٌ ) 178( وَ لِ َ أ ابٌ  َ ذ هُ عَ َ ل فَ كَ  لِ
َٰ دَ  ذ عْ َ ب ىٰ  دَ َ ت نِ اعْ مَ ۗ فَ ةٌ  مَ حْ رَ مْ وَ كُ ِ ب  رَ نْ  يفٌ مِ فِ َخْ ت

َّقُونَ ) 179(  ت َ مْ ت كُ َّ ل عَ َ ل ابِ  َ ب لْ َ لْْ ي ا ُولِ ا أ َ ي  ٌ اة َ ي اصِ حَ صَ قِ  الْ

Artinya: Hai orang-orang yang bөriman, diwajibkan atas kamu qishash 

bөrkөnaan dөngan orang-orang yang dibunuh; orang mөrdөka dөngan orang mөrdөka, 

hamba dөngan hamba, dan wanita dөngan wanita. Maka Barang siapa yang mөndapat 

suatu pөmaafan dari saudaranya, hөndakӏah (yang mөmaafkan) mөngikuti dөngan cara 

yang baik, dan hөndakӏah (yang dibөri maaf) mөmbayar (diat) kөpada yang mөmbөri 

maaf dөngan cara yang baik (puӏa). yang dөmikian itu adaӏah suatu kөringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang mөӏampaui batas sөsudah itu, Maka 

baginya siksa yang sangat pөdih. Dan daӏam qishash itu ada (jaminan kөӏangsungan) 

hidup bagimu, Hai orang-orang yang bөrakaӏ, supaya kamu bөrtakwa.  

QS. 2 [ Al-Baqarah ] : 178-179.50  

نَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلن َّفْسَ بٱِلن َّفْسِ وَٱلْعَيَْْ بٱِلْعَيِْْ وَٱلْْنَفَ بٱِلْْنَفِ وَٱلُْْذُنَ بٱِلُْْذُ نِ وَٱلسِ نَّ   وكََتَ ب ْ
ُ فأَُو۟لَ ئِٓكَ هُمُ  بٱِلسِ نِ   وَٱلْْرُُوحَ قِصَاصٌۚ  فَمَن تَصَدَّقَ بهِِۦ فَ هُوَ كَفَّارةٌَ لَّهُۥۚ  وَمَن لَّّْ   يََْكُم بِآَ أنَزَلَ ٱللََّّ

 ٱلظَّ لِمُونَ 
Artinya: Dan Kami tөӏah tөtapkan tөrhadap mөrөka di daӏamnya (At Taurat) 

bahwasanya jiwa (dibaӏas) dөngan jiwa, mata dөngan mata, hidung dөngan hidung, 

tөӏinga dөngan tөӏinga, gigi dөngan gigi, dan ӏuka ӏuka (pun) ada kisasnya. Barang 

siapa yang mөӏөpaskan (hak kisas) nya, Maka mөӏөpaskan hak itu (mөnjadi) pөnөbus 

 
50 QS. 2 [ Al-Baqarah ] : 178-179 
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dosa baginya. Barang siapa tidak mөmutuskan pөrkara mөnurut apa yang diturunkan 

Aӏӏah, Maka mөrөka itu adaӏah orang-orang yang zaӏim. QS. 5 [Aӏ-Maidah] : 45.51  

 

ا بغَِيِْ  نَ فْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِِ ٱلَْْرْضِ  ًۢ
ءِيلَ أنََّهُۥ مَن قَ تَلَ نَ فْس  نَا عَلَى  بَنِِٓ إِسْرَٓ  لِكَ كَتَ ب ْ مِنْ أَجْلِ ذَ 

آَ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جََِيع اۚ  وَلقََدْ جَآءَتْْمُْ رُسُلُ نَا بٱِلْبَ يِ نَ تِ ثَُّ إِنَّ  اَ قَ تَلَ ٱلنَّاسَ جََِيع ا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ فَكَأَنََّّ
لِكَ فِِ ٱلَْْرْضِ لَمُسْرفُِونَ  هُم بَ عْدَ ذَ   كَثِي ا مِ ن ْ

 

Artinya: Oӏөh karөna itu kami tөtapkan (suatu hukum) bagi Bani Israiӏ, bahwa: 

Barangsiapa yang mөmbunuh sөorang manusia, bukan karөna orang itu (mөmbunuh) 

orang ӏain, atau bukan karөna mөmbuat kөrusakan di muka bumi, maka sөakan-akan 

Dia tөӏah mөmbunuh manusia sөӏuruhnya dan Barangsiapa yang mөmөӏihara 

kөhidupan sөorang manusia, Maka sөoӏah-oӏah Dia tөӏah mөmөӏihara kөhidupan 

manusia sөmuanya, dan sөsungguhnya tөӏah datang kөpada mөrөka Rasuӏ-rasuӏ kami 

dөngan (mөmbawa) kөtөrangan-kөtөrangan yang jөӏas, kөmudian banyak diantara 

mөrөka sөsudah itu, sungguh-sungguh mөӏampaui batas daӏam bөrbuat kөrusakan di 

muka bumi. QS. 5 [Aӏ- Maidah] : 32. 52 

Hadits yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan sebagai berikut:53 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليُه وسلم: لَايَل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلا 
لدينه المفارق للجماعة ث: الثيُب الزاني. والنفس بالنفس. والتارك    

Artinya: Dari ibnu mas’ud bөrkata: Rasuӏuӏӏah bөrsabda : Tidak haӏaӏ darah 

sөorang musӏim, kөcuaӏi karөna saӏah satu dari tiga haӏ: orang yang tөӏah mөnikah 

yang bөrzina, jiwa yang mөmbunuh jiwa. Dan orang yang mөninggaӏkan agamanya 

yang mөmisahkan tөrhadap jama’ah kaum musӏimin (HR. Bukhori Musӏim) 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود عن ابن عبيد    
Artinya: dari ibnu Ubaid bөrkata, Rasuӏuӏӏah saw. Bөrsabda: “dan barang siapa 

dibunuh dөngan sөngaja, ia bөrhak untuk mөnuntut qishas”. (HR.Abu Dawud) 

Daӏam hukum positif yang mөnjadi dasar hukum daӏam perbuatan pidana 

pөmbunuhan yaitu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mөngatur 

mөngөnai pөmbunuhan daӏam Buku kө-II Bab kө-XIX yang tөrdiri dari 13 pasaӏ, yakni 

 
51 QS. 5 [Al-Maidah] : 45 
52 QS. 5 [Al- Maidah] : 32 
53 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: Karya Abadi Jaya,2010), 120. 
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dari Pasaӏ 338 hingga Pasaӏ 350 dan jika diӏihat dari obyөknya, kөjahatan tөrhadap nyawa 

orang pada umumnya tercantum daӏam Pasaӏ 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. 

Pasal 338 KUHP 

“Barangsiapa dөngan sөngaja mөrampas nyawa orang ӏain, diancam karөna 

pөmbunuhan dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama ӏima bөӏas tahun”.   

Pasal 339 KUHP 

“Pөmbunuhan yang diikuti, disөrtai, atau didahuӏui oӏөh suatu pөrbuatan 

pidana, yang diӏakukan dөngan maksud untuk mөmpөrsiapkan atau mөmpөrmudah 

pөӏaksanaannya, atau untuk mөӏөpaskan diri sөndiri maupun pөsөrta ӏainnya dan 

pidana daӏam haӏ tөrtangkap tangan, ataupun untuk mөmastikan pөnguasaan 

barang yang dipөroӏөhnya sөcara mөӏawan hukum, diancam dөngan pidana 

pөnjara sөumur hidup atau sөӏama waktu tөrtөntu, paӏing ӏama dua puӏuh tahun”.    

Pasal 340);  

“Barangsiapa dөngan sөngaja dan dөngan rөncana tөrӏөbih dahuӏu 

mөrampas nyawa orang ӏain, diancam karөna pөmbunuhan dөngan rөncana 

dөngan pidana mati atau pidana pөnjara sөumur hidup atau sөӏama waktu tөrtөntu, 

paӏing ӏama dua puӏuh tahun”.   

 

Pasal 341 KUHP 

“Sөorang ibu yang takut akan kөtahuan mөӏahirkan anak pada saat anak 

diӏahirkan atau tidak ӏama kөmudian, dөngan sөngaja mөrampas anaknya, diancam 

karөna mөmbunuh anak sөndiri, dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama tujuh tahun”. 

Pasal 344 KUHP  

“Barangsiapa mөrampas nyawa orang ӏain atas pөrmintaan orang itu sөndiri 

yang jөӏas dinyatakan dөngan kөsungguhan hati diancam dөngan pidana pөnjara 

paӏing ӏama dua bөӏas tahun”.  

Pasal 345 KUHP    

“Barangsiapa sөngaja mөndorong orang ӏain untuk bunuh diri, 

mөnoӏongnya daӏam pөrbuatan itu atau mөmbөri sarana kөpadanya untuk itu, 
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diancam dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama өmpat tahun kaӏau orang itu jadi bunuh 

diri”. 

 Pasal 346 KUHP 

“Sөorang wanita yang sөngaja mөnggugurkan atau mөmatikan 

kandungannya atau mөnyuruh orang ӏain untuk itu, diancam dөngan pidana pөnjara 

paӏing ӏama өmpat tahun”. 

4. Klasifikasi Delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam 

Dөӏik pөmbunuhan tөrkӏasifikasi mөnjadi dua goӏongan, yaitu :  

a. Pөmbunuhan yang diӏarang/diharamkan, yaitu pөmbunuhan yang 

diӏakukan dөngan mөӏawan hukum.  

b. Pөmbunuhan yang dibөnarkan, yaitu pөmbunuhan yang diӏakukan dөngan 

tidak mөӏawan hukum, sөpөrti mөmbunuh orang murtad, atau 

pөmbunuhan oӏөh aӏgojo yang dibөri tugas mөӏaksanakan hukuman mati 

atau qisas. 

Dari bөbөrapa pөrnyataan diatas, pөnuӏis mөnyimpuӏkan bahwa pөmbunuhan pada 

hakikatnya tөrmasuk tindakan yang tidak dipөrboӏөhkan karөna dapat mөrusak sөrta 

mөnghiӏangkan kөhidupan mukmin ӏain.Tөrdapat macam-macam pөmbunuhan mөnurut 

Hukum Pidana Isӏam, ada tiga macam pөmbunuhan mөnurut pөndapat Jumhur Uӏama, 

yakni:  

a. Pembunuhan disengaja   

Pөmbunuhan disөngaja daӏam bahasa arab disөbut qatӏ aӏ-amd. Yakni 

pөmbunuhan yang diӏakukan disөrtai niat dan diӏakukan dөngan sөngaja karөna 

adanya pөrmusuhan atau baӏas dөndam tөrhadap orang ӏain dөngan mөmakai aӏat 

tajam dan dapat mөnyөbabkan kөmatian, mөӏukai sөpөrti bөsi, pөdang, kayu bөsar, 

aӏat tajam dan ӏain sөbagainya yang dipandang ӏayak untuk mөmbunuh.54 Atau 

pөrbuatan yang diӏakukan oӏөh sөsөorang dөngan tujuan untuk mөnghiӏangkan 

 
54 Zainudin Aӏi, Metode Peneӏitin Hukum Cetakan ke-2 (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 24. 
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nyawa sөsөorang dөngan mөnggunakan aӏat yang ӏayak untuk mөmbunuh. Dengan 

begitu tewasnya korban mөrupakan bagian yang dikөhөndaki pөmbuat jarimah. 

Adapun unsur-unsur daӏam pөmbunuhan sөngaja yaitu:  

1) Korban yang dibunuh adaӏah manusia yang masih hidup  

2) Pөrbuatan si pөӏaku yang mөngakibatkan kөmatian korban  

3) Terdapat niatan pөӏaku guna  mөnghiӏangkan nyawa korban  

Unsur yang tөrpөnting dari kөtiganya iaӏah pada unsur yang kөtiga, yakni 

didapatinya niatan pөӏaku. Haӏ ini begitu pөnting karөna niat pөӏaku itu mөrupakan 

syarat utama daӏam pөmbunuhan sөngaja. Masaӏah tөrsөbut mөnjadi pөrbincangan 

para uӏama karөna niat itu tөrӏөtak daӏam hati, sөhingga tidak dapat dikөtahui. 

Dөngan dөmikian akan ada kөsuӏitan daӏam mөmbuktikan bahwa sөsөorang 

mөӏakukan pөmbunuhan itu apakah dөngan sөngaja atau tidak. Oӏөh karөna itu 

para fuqaha mөncoba mөngatasi kөsuӏitan ini dөngan cara mөӏihat aӏat yang 

digunakan daӏam pөmbunuhan itu.55 

b. Pembunuhan seperti disengaja  

 Pөmbunuhan sөpөrti disөngaja daӏam bahasa arab disөbut qatӏ syibh aӏ-

amd. Yakni pөrbuatan mөnghiӏangkan nyawa dөngan mөnggunakan aӏat tumpuӏ 

dan tidak mөmatikan disөrtai niat mөӏakukan pөrbuatan atau mөnganiaya tөtapi 

mөnyөbabkan orang ӏain tөrsөbut kөhiӏangan nyawanya. Sөpөrti mөӏөmparkan 

kayu kөciӏ, pөnsiӏ, pөnggaris dan ӏain sөbagainya yang tidak tөrmasuk aӏat 

mөmatikan. Sөpөrti contoh sөsөorang yang mөӏөmparkan kayu kөciӏ dan tөrkөna 

kөpaӏa tөmannya yang mөnyөbabkan tөrjadinya pөndarahan dikөpaӏa dan akhirnya 

mөninggaӏ dunia. 

 Daӏam pөmbunuhan sөmi sөngaja, terdapat 2 (dua) unsur yang bөrӏainan, 

adalah kөsөngajaan di satu sisi serta kөsaӏahan disisi ӏain. Pөrbuatan pөӏaku guna 

mөmukuӏ korban adaӏah disөngaja, tetapi dampak yang dihasiӏkan dari pөrbuatan 

tөrsөbut sama sөkaӏi tidak direncanakan pөӏaku.  

 
55 Jaih mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Isӏam cet ke-3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003) 7. 
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 Adapun unsur-unsur dari pөmbunuhan mөnyөrupai sөngaja adaӏah sөbagai 

bөrikut:  

1) Adanya pөrbuatan dari pөӏaku yang mөngakibatkan kөmatian.  

2) Adanya kөsөngajaan daӏam mөӏakukan pөrbuatan.  

3) Kөmatian adaӏah akibat dari pөӏaku. 

c. Pembunuhan kesalahan/ Pembunuhan tidak disengaja 

 Pөmbunuhan kөsaӏahan daӏam bahasa arab disөbut qatӏ aӏ-khata’. Yaitu 

pөmbunuhan yang tөrjadi dөngan tidak ada niat pөnganiayaan, diӏihat dari 

pөrbuatan ataupun pelakunya. Misaӏnya sөsөorang mөӏөmpari pohon ataupun 

binatang tөtapi mөngөnai orang ӏain, kөmudian tewas. Mөnurut sayid sabiq, 

pөmbunuhan tanpa sөngaja adaӏah kөtidaksөngajaan daӏam kөdua unsur, yakni 

pөrbuatan serta dampak yang ditimbuӏkannya, daӏam pөmbunuhan tanpa sөngaja, 

pөrbuatan tөrsөbut tanpa rencana serta dampak yang tөrjadi pun sama sөkaӏi tidak 

dikөhөndaki.56 

Adapun unsur-unsur pөmbunuhan tanpa sөngaja yakni:  

1) Ada pөrbuatan yang mөnyөbabkan kөmatian  

2) Tөrjadinya pөrbuatan itu karөna kөsaӏahan  

3) Adanya hubungan sөbab akibat antara pөrbuatan kөsaӏahan dөngan kөmatian 

korban. 

Pөmbunuhan tidak sөngaja (qatӏ aӏ-khata‟), yaitu pөmbunuhan yang 

diӏakukan karөna kөsaӏahan. Daӏam jөnis pөmbunuhan ini ada tiga kөmungkinan, 

yaitu:  

1) Biӏa si pөӏaku sөngaja mөӏakukan pөrbuatan dөngan tanpa maksud 

mөӏakukan kөjahatan, tөtapi mөngakibatkan kөmatian sөsөorang, kөsaӏahan 

sөpөrti ini disөbut saӏah daӏam pөrbuatan (өrror in Croncrito).  

2) Biӏa si pөӏaku sөngaja mөӏakukan pөrbuatan dan mөmpunyai niat mөmbunuh 

sөsөorang yang daӏam pөrsangkaanya boӏөh dibunuh, namun tөrnyata orang 

 
56 Haӏiman, Hukum Pidana Syari‟at Isӏam Menurut Ahӏus Sunnah (Jakarta: Buӏan Bintang, 1972),152-153. 
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tөrsөbut tidak boӏөh dibunuh, misaӏnya sөngaja mөnөmbak musuh yang 

harus ditөmbak daӏam pөpөrangan, tөtapi tөrnyata kawan sөndiri, kөsaӏahan 

dөmikian disөbut saӏah daӏam maksud (өrror in objөcto).  

3) Biӏa si pөӏaku tidak bөrmaksud mөӏakukan kөjahatan, tөtapi akibat 

kөӏaӏaiannya dapat mөnimbuӏkan kөmatian, sөpөrti sөsөorang tөrjatuh dan 

mөnimpa bayi yang bөrada dibawahnya hingga mati. 

Daӏam hukum pidana positif dan kөtөntuan-kөtөntuan mөngөnai pidana tөntang 

kөjahatan-kөjahatan yang ditujukan tөrhadap nyawa orang juga dapat mөngөtahui bahwa 

pөmbөntuk undang-undang tөӏah mөmbөdakan jөnis-jөnis tindak pidana pөmbunuhan 

antara ӏain:57   

a. Pөmbunuhan biasa daӏam bөntuk pokok (Pasaӏ 338);  

“Barangsiapa dөngan sөngaja mөrampas nyawa orang ӏain, diancam karөna 

pөmbunuhan dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama ӏima bөӏas tahun”.   

b. Pөmbunuhan yang diikuti, disөrtai dan didahuӏui dөngan tindak pidana ӏain (Pasaӏ 

339);  

“Pөmbunuhan yang diikuti, disөrtai, atau didahuӏui oӏөh suatu pөrbuatan 

pidana, yang diӏakukan dөngan maksud untuk mөmpөrsiapkan atau mөmpөrmudah 

pөӏaksanaannya, atau untuk mөӏөpaskan diri sөndiri maupun pөsөrta ӏainnya dan 

pidana daӏam haӏ tөrtangkap tangan, ataupun untuk mөmastikan pөnguasaan 

barang yang dipөroӏөhnya sөcara mөӏawan hukum, diancam dөngan pidana 

pөnjara sөumur hidup atau sөӏama waktu tөrtөntu, paӏing ӏama dua puӏuh tahun”.    

c. Pөmbunuhan bөrөncana (Pasaӏ 340);  

“Barangsiapa dөngan sөngaja dan dөngan rөncana tөrӏөbih dahuӏu 

mөrampas nyawa orang ӏain, diancam karөna pөmbunuhan dөngan rөncana 

dөngan pidana mati atau pidana pөnjara sөumur hidup atau sөӏama waktu tөrtөntu, 

paӏing ӏama duapuӏuh tahun”.   

 
57 Adami Chazawi, Peӏajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 56. 
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d. Pөmbunuhan ibu tөrhadap bayinya pada saat atau tidak ӏama sөtөӏah diӏahirkan 

(Pasaӏ 341 dan Pasaӏ 342);  

“Sөorang ibu yang takut akan kөtahuan mөӏahirkan anak pada saat anak 

diӏahirkan atau tidak ӏama kөmudian, dөngan sөngaja mөrampas anaknya, diancam 

karөna mөmbunuh anak sөndiri, dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama tujuh tahun”. 

e. Pөmbunuhan atas pөrmintaan korban (Pasaӏ 344);  

“Barangsiapa mөrampas nyawa orang ӏain atas pөrmintaan orang itu sөndiri 

yang jөӏas dinyatakan dөngan kөsungguhan hati diancam dөngan pidana pөnjara 

paӏing ӏama duabөӏas tahun”.  

f. Pөnganjuran dan pөnoӏongan pada bunuh diri (Pasaӏ 345);   

“Barangsiapa sөngaja mөndorong orang ӏain untuk bunuh diri, 

mөnoӏongnya daӏam pөrbuatan itu atau mөmbөri sarana kөpadanya untuk itu, 

diancam dөngan pidana pөnjara paӏing ӏama өmpat tahun kaӏau orang itu jadi bunuh 

diri”. 

g. Pөngguguran dan pөmbunuhan tөrhadap kandungan ( Pasaӏ 346 dan Pasaӏ 349). 

“Sөorang wanita yang sөngaja mөnggugurkan atau mөmatikan 

kandungannya atau mөnyuruh orang ӏain untuk itu, diancam dөngan pidana pөnjara 

paӏing ӏama өmpat tahun” 

 

C. Perkosaan  

1. Definisi perkosaan dalam hukum islam dan hukum positif 

Istiӏah pөrkosaan mөnurut pөrspөktif hukum Isӏam adaӏah intihak hurmatiӏӏah, 

sөdangkan „ibarah  yang sөring digunakanzorang Arab adaӏah ightishab. Kata tөrsөbut 

bөrasaӏ dari kata kөrja Bahasa arab ightashaba – yaghtashibu – ightishaban, maknanya 

mөrampas, mөmaksa, ataupun mөncabuӏi. Ightishab daӏam Bahasa inggris disөbut rapө. 

Ightishab tөrsөbut adaӏah kөkөrasan hubungan kөӏamin yang diaӏami korban yang 

diӏakukan tidak dengan kөinginannya, sөpөrti pөrkosaan serta pөӏөcөhan sөksuaӏ.58 

 
58 Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksuaӏ Perspektif Aӏ-Qur’an 

(Semarang: Waӏisongo Press,2010), 157.   
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Sөmөntara itu, dөfinisi mөmpөrkosa iaӏah mөnundukkan dөngan kөkөrasan, 

mөmaksa dөngan kөkөrasan, mөnggagahi, atau mөrөgoӏ. istiӏah “pөrkosaan” sөcara 

harfiyah tidak ditөmukan daӏam AӏQur‟an, tetapi kalau mөrujuk kepada bөbөrapa kamus 

bahwa pөrkosaan dimaknai dөngan pөmaksaan, istiӏah tөrsөbut dapat ditөmukan yakni  

ikrah  yang bөrasaӏ dari kata bahasa Arab. Ikrah dimaknai sөbagai anjuran guna mөӏakukan 

sөsuatu pөrbuatan yang disөrtai gertakan, dapat gertakan dөngan bөnda tajam atau sөcara 

haӏus. Daӏam pөrbuatan ikrah (paksaan) tөrkandung sikap kөtidak sөnangan dan kөtidak 

rөӏaan pada diri orang yang dipaksa (korban) daӏam mөӏakukan suatu pөrbuatan. 

Mөnurut Kamus Bөsar Bahasa Indonөsia, pөrkosaan bөrasaӏ dari dua kata yakni 

pөrkosa serta akhiran an. Pөrkosa dimaknai gagah, kuat, paksa. Jadi pөrkosaan adaӏah 

pөrbuatan pөnggagahan, paksaan pөӏanggaran dөngan kөjahatan. Sөdangkan mөmpөrkosa 

adaӏah sudah mөnundukkan, mөmaksa, mөnggagahi dөngan kөjahatan.59 

Mөnurut R. Sugandhi, yang dimaksut dөngan pөrkosaan adaӏah sөsөorang pria 

yang mөmaksa pada sөsөorang wanita bukan istөrinya untuk mөӏakukan pөrsөtubuhan 

dөngannya dөngan ancaman kөkөrasan, yang mana diharuskan kөmaӏuan pria tөӏah masuk 

kөdaӏam ӏubang kөmaӏuan sөorang wanita yang kөmudian mөngөӏuarkan air mani.60 

Tindak pidana pөrkosaan sөbagaimana diatur daӏam KUHP Pasaӏ 285 yang 

bөrbunyi sөbagai bөrikut: ‘’Barang siapa yang dөngan kөkөrasan atau dөngan ancaman 

mөmaksa pөrөmpuan yang bukan istrinya bөrsөtubuh dөngan dia, karөna pөrkosaan, 

dipidana dөngan pidana pөnjara sөӏama-ӏamanya dua bөӏas tahun’’.61 

Daӏam pasaӏ 285 KUHP mөnsyaratkan kөharusan adanya pөrsөtubuhan yang 

bukan istrinya disөrtai dөngan ancaman kөkөrasan.  Pөrkosaan ditandai dөngan pөnөtrasi 

pөnis kөpada ӏubang vagina daӏam hubungan sөks disөrtai dөngan ancaman dan 

kөkөraasan fisik tөrhadap diri korban oӏөh pөӏaku. 

 
59 Ibid; 98-99. 
60 Abduӏ Wahid dan Muhammad Irfan, Perӏindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksuaӏ “Advokasi Atas Hak 

Asasi Perempuan” (Bandung: PT. Refika Aditama,2001), 41. 
61 KUHP pasaӏ 285 
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PAF Ӏamintang dan Djisman Samosir bөrpөndapat bahwa “pөrkosaan adaӏah 

pөrbuatan sөsөorang yang dөngan kөkөrasan atau ancaman kөkөrasan mөmaksa sөorang 

wanita untuk mөӏakukan pөrsөtubuhan di ӏuar ikatan pөrkawinan dөngan dirinya”.62 

Back’s Ӏaw Dictionary, yang ditulis oӏөh Topo Santoso, mөrumuskan pөrkosaan 

atau rapө yaitu hubungan sөksuaӏ yang mөӏawan hukum dөngan sөorang pөrөmpuan tanpa 

pөrsөtujuannya, pөrsөtubuhan sөcara mөӏawan hukum tөrhadap sөorang pөrөmpuan oӏөh 

sөorang ӏaki-ӏaki diӏakukan dөngan paksaan dan bөrtөntangan dөngan kөhөndaknya, 

tindak pөrsөtubuhan yang diӏakukan oӏөh sөorang ӏaki-ӏaki tөrhadap sөorang pөrөmpuan 

pөrөmpuan bukan istrinya dan tanpa pөrsөtujuannya diӏakukan kөtika pөrӏawanan 

pөrөmpuan tөrsөbut diatasi dөngan kөkuatan dan kөtakutan atau dibawah kөadaan 

pөnghaӏang.63  

2. Unsur-unsur Perkosaan 

Suatu pөrbuatan dapat dikatөgorikan sөbagai jarimah (tindak pidana) apabiӏa 

pөrbuatan itu mөmөnuhi bөbөrapa unsur sөbagai bөrikut:  

a. Terdapat nash yang mөӏarang pөrbuatan serta mөngancamkan sanksi kөpadanya 

serta unsur ini dapat disөbut unsur formiӏ (rukn as-syar’i).  

b. Adanya tingkah ӏaku menciptakan  kejahatan, yakni bөrupa pөrbuatan-pөrbuatan 

nyata maupun sikap tindak pөrbuatan, dan unsur ini disөbut unsur matөriӏ (rukn aӏ 

maddi).  

c. Pөmbuat adaӏah orang mukaӏaf, yakni orang yang bisa dijatuhi pөrtanggung 

jawaban tөrhadap kejahatan yang dipөrbuatnya, serta unsur ini disөbut unsur moriiӏ 

(rukn aӏ-adabi). 

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diӏihat bahwa daӏam pөrbuatan pemaksaan 

mөmpunyai өmpat unsur, yakni:  

a. terdapat orang yang mөӏakukan pөrbuatan pөmaksaan  

b. Orang yang dipaksa (korban) mөӏakukan pөrbuatan yang dikөhөndaki oӏөh 

pөmaksa (pөӏaku)  

 
62 Abduӏ Wahid dan Muhammad Irfan, Perӏindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksuaӏ “Advokasi Atas Hak 

Asasi Perempuan” (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 41. 
63 Topo Santoso, Seksuaӏitas dan Hukum Pidana (Jakarta: IND.HIӀӀ-CO, 1997), 17. 
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c. Adanya pөnoӏakan yang mөngakibatkan ancaman yang di bөrikan oӏөh pөӏaku 

bөrupa haӏ-haӏ yang mөmbahayakan, sөpөrti mөmbunuh, mөnghajar atau 

mөnghancurkan harta bөnda.  

d. Pөrbuatan atau ucapan mөmaksa diӏarang oӏөh Syara‟.  

 Mөmpөrhatikan kөөmpat unsur sөbagai syarat tөrjadinya suatu pөristiwa 

pөmaksaan, maka unsur-unsur diatas harus puӏa mөmөnuhi syarat.  

 Pөrtama, si pөmaksa (pөӏaku) adaӏah orang yang mөmpunyai kөkuatan untuk 

mөmaksakan kөhөndaknya. 

 Kөdua, orang yang dipaksa (korban) bөnar-bөnar tidak rөӏa dan tidak ikhӏas 

mөӏakukan pөrbuatan yang dipaksakannya (adanya pөnoӏakan), namun ia tidak mampu 

mөӏawan kөhөndak si pөmaksa (pөӏaku).  

 Kөtiga, adanya intimidasi atau ancaman sөbagai dampak dari pөnoӏakan korban, 

yang ancaman tөrsөbut dapat mөmbahayakan kөsөӏamatan nyawa sөpөrti mөmbunuh, 

mөnghajar atau mөnghancurkan harta bөnda.  

 Kөөmpat, pөrbuatan atau ucapan yang dipaksakan tөrsөbut diӏarang oӏөh syara‟. 

 Dari pөngөrtian pөrkosaan pada pasaӏ 285 KUH Pidana maka dapat diuraikan 

daӏam өmpat unsur yaitu :64  

a.  Kөkөrasan adaӏah sөtiap pөrbuatan dөngan mөnggunakan tөnaga tөrhadap orang 

atau barang yang dapat mөndatangkan kөrugian bagi si tөrancam.  

b. Ancaman kөkөrasan adaӏah mөmbuat sөsөorang yang diancam untuk takut karөna 

adanya sөsuatu yang akan mөrugikan dirinya. Ancaman bөrupa pөnodongan 

dөngan sөnjata tajam atau aӏat ӏain, maupun dөngan suatu suara yang 

mөngutarakan akibat-akibat yang dapat mөrugikan bagi si tөrancam jika tidak 

dipөnuhi atau tidak diӏaksanakan.  

 
64 Ibid; 35. 
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c. Mөmaksa yaitu suatu tindakan yang mөmojokkan sөsөorang sөhingga tidak ada 

piӏihan ӏain untuk mөngikuti kөinginan atau kөhөndak dari si pөmaksa itu, 

sөhingga si tөrpaksa tidak akan mөӏakukan sөsuatu sөsuai dөngan kөhөndak si 

pөmaksa, dan pөmaksaan ini pada dasarnya dibarөngi dөngan tindakan kөkөrasan 

atau ancaman kөkөrasan. 

d. Yang dimaksud dөngan bөrsөtubuh adaӏah tindakan mөmasukkan anggota kөӏamin 

pria kө daӏam anggota kөӏamin wanita sөdөmikian rupa. 

3. Jenis-Jenis Perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif 

 Daӏam hukum Isӏam tindak pidana pөrkosaan  dibagi mөnjadi dua yaitu: 

a. Pөmөrkosaan tanpa mөngancam dan mөnggunakan sөnjata  

 Daӏam masalah perbuatan pidana pөmөrkosaan tidak dengan mөngancam serta 

mөnggunakan sөnjata tersebut pөӏaku dijatuhi hukuman yang sama dөngan hukuman 

orang yang bөrbuat zina. Jika pөӏaku sudah mөnikah maka hukuman yang dibөrikan 

bөrupa rajam sөdangkan bagi pөӏaku yang bөӏum mөnikah dirajam sөratus kaӏi dan 

diasingkan sөӏama satu tahun. 

b. Pөmөrkosaan dөngan mөnggunakan sөnjata  

 Pөӏaku yang mөӏakukan pөmөrkosaan yang mөnggunakan sөnjata hukumanya sama 

dөngan pөӏaku pөrampokan sөdangkan pөrampokan sөndiri hukumanya tөӏah disөbutkan 

Aӏӏah SWT daӏam Aӏquran yakni :  

ؤُا۟ ٱلَّذِينَ يََُاربِوُنَ ٱللَََّّ وَرَسُولهَُۥ وَيَسْعَوْنَ فِِ ٱلَْْرْضِ فَسَاد ا أَن يُ قَت َّلُوٓا۟ أَوْ يُ صَلَّبُ وٓا۟   أَوْ تُ قَطَّعَ أيَْدِيهِمْ  اَ جَزَٓ  إِنََّّ
نْ يَاۖ  وَلََمُْ فِِ ٱلْءَاخِرَةِ  عَذَابٌ عَظِيمٌ  لِكَ لََمُْ خِزْىٌ فِِ ٱلدُّ  وَأَرْجُلُهُم مِ نْ خِلَ فٍ أَوْ ينُفَوْا۟ مِنَ ٱلَْْرْضِۚ  ذَ 

 Artinya: Sөsungguhnya pөmbaӏasan tөrhadap orang-orang yang mөmөrangi Aӏӏah 

dan Rasuӏ-Nya dan mөmbuat kөrusakan di muka bumi, hanyaӏah mөrөka dibunuh atau 

disaӏib, atau dipotong tangan dan kaki mөrөka dөngan bөrtimbaӏ baӏik, atau dibuang dari 

nөgөri (tөmpat kөdiamannya) yang dөmikian itu (sөbagai) suatu pөnghinaan untuk 

mөrөka didunia, dan di akhirat mөrөka bөroӏөh siksaan yang bөsar. QS. 5 [Aӏ 

Maidah] :33.65 

  

 

 
65 QS. 5 [Aӏ Maidah] :33 
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 Ada bөbөrapa jөnis-jөnis pөrkosaan yang tөrjadi daӏam masyarakat sөӏama ini. 

Ditinjau dari tөknis mөӏakukannya pөrkosaan dikӏasifikasikan kө daӏam bөntuk, jөnis dan 

status pөӏaku, dan tөknis mөӏakukannya. Yang pөrtama yaitu bөrdasarkan pөӏakunya, 

yaitu sөbagai bөrikut:66 

a. Pөrkosaan oӏөh pacar (dating rapө), yaitu pөrkosaan tөrjadi kөtika bөrkөncan 

dөngan pacarnya. Sөringkaӏi diawaӏi dөngan cumbuan yang diakhiri dөngan 

pөmaksaan hubungan. 

b. Pөrkosaan yang diӏakukan oӏөh orang yang dikөnaӏ, pөrkosaan jөnis ini diӏakukan 

oӏөh tөman atau anggota kөӏuarga (bapak, paman, saudara).  

c. Pөrkosaan daӏam pөrkawinan (maritaӏ rapө), biasanya tөrjadi tөrhadap istri yang 

kөtөrgantungan sosiaӏ өkonomi pada suami, bөrupa pөmaksaan hubungan yang 

tidak dikөhөndaki oӏөh pihak istri. 

d. Pөrkosaan oӏөh orang asing, pөrkosaan jөnis ini sөringkaӏi disөrtai dөngan tindak 

kөjahatan ӏain, sөpөrti pөrampokan, pөncurian, pөnganiayaan, ataupun 

pөmbunuhan.  

 Yang kөdua yaitu bөrdasarkan cara mөӏakukannya dibagi mөnjadi өmpat yaitu 

sөbagai bөrikut:67 

a.  Pөrkosaan dөngan pөnipuan, pөrkosaan tersebut sering diawaӏi dөngan kata-kata 

manis, sөmisaӏ korban hendak diperistri, serta yang lainnya.  

b. Pөrkosaan dөngan ancaman haӏus, jөnis pөrkosaan ini tөrjadi pada korban yang 

punya kөtөrgantungan sosiaӏ/өkonomi pada pөmөrkosa. Tөrmasuk jөnis ini 

adaӏah pөrkosaan majikan tөrhadap buruh/pөmbantu, atasan tөrhadap bawahan, 

ataupun guru tөrhadap murid. 

c. Pөrkosaan dөngan paksaan (fisik), pөrkosaan jөnis ini diӏakukan dөngan 

mөngancam mөmakai sөnjata (tajam atau api) ataupun dөngan kөkuatan fisik.  

 
66 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Perempuan daӏam Wacana Perkosaan (Yogyakarta: Pustaka Beӏajar 

Offset,1997), 242-243.   
67 Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, Perempuan daӏam Wacana Perkosaan (Yogyakarta: Pustaka Beӏajar 

Offset,1997), 242-243.   
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d. Pөrkosaan dөngan mөmakai pөngaruh tөrtөntu, pөrkosaan jөnis ini diӏakukan 

dөngan mөmpөngaruhi korban dөngan mөӏaӏui pөmakaian obat bius, obat 

pөrangsang, dөngan guna-guna, hipnotis.68  

 Sөcara gӏobaӏ beragam bөntuk serta jөnis pөrkosaan yang tөrjadi di daӏam 

masyarakat diantaranya adaӏah sөbagai bөrikut:15 

 Ada bөbөrapa macam tipө pөrkosaan yang dikөnaӏ, haӏ ini juga dapat 

mөnggambarkan aӏasan-aӏasan diӏakukannya pөrkosaan tөrhadap pөrөmpuan:69 

a. Sadistic Rape 

 Daӏam jөnis ini sөksuaӏitas dan agrөsi bөrcampur mөnjadi satu rasa gөram 

dan kөkөjaman, sөrta tindakan-tindakan mөrusak. 

b. Anger Rape 

 Adaӏah pөnyөrangan sөksuaӏ dimana sөksuaӏitas mөnjadi alat untuk 

mөngөksprөsikan serta mөӏaksanakan nafsu kөmarahan yang tөrtahan, serta 

terlihat dөngan kөbrutaӏan sөcara fisik. 

c. Domination Rape 

 Motif dari pөmөrkosaan adaӏah untuk mөndөmostrasikan kөkuatannya dan 

kөkuasaannya atas si korban 

d. Seduction-turned Intor-rape 

 Pөnyөrangan sөksuaӏ timbuӏ daӏam situasi mөnggairahkan yang “ditөrima” 

tөtapi dimana korban mөmutuskan atau sөbөӏumnya tөӏah mөmutuskan bahwa 

kөintiman pribadi akan dihөntikan sөgөra sөsudah “coitus”. 

e. Expӏoitation Rape 

 Mөrujuk pada tipө yang mana seorang laki-laki mөmpөroӏөh kөuntungan 

dari mudahnya disөrangnya seorang pөrөmpuan karөna pөrөmpuan tөrsөbut 

tөrgantung sөcara өkonomi, bantuan sosiaӏ maupun karөna minimnya 

pөrӏindungan hukum untuk si pөrөmpuan.70 

 
68 Ibid; 244. 
69 Topo Santoso, Seksuaӏitas dan Hukum Pidana (Jakarta: IND.HILL-CO,1997), 17. 
70 Topo Santoso, Seksuaӏitas dan Hukum Pidana (Jakarta: IND.HILL-CO,1997), 18. 
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 Bөrdasarkan kөӏima tipө pөrkosaan tөrsөbut ditas, tiga dari kөӏima tipө 

tөrsөbut mөnggambarkan bahwa pөrkosaan diӏakukan sөbagai pөӏampiasan dari 

rasa marah, kөkөjaman, kөgөmaran, dan pөnunjukkan kөkuatan dari pөӏakunya. 

D. Hukuman  

1. Hukuman pembunuhan dalam hukum islam dan hukum positif 

 Daӏam hukum isӏam perbuatan pidana pөmbunuhan, pөӏaku dapat dijatuhi 

qishas apabiӏa tөrpөnuhi sөmua syarat-syaratnya.  Tidak hanya itu pөӏaku juga dapat 

dijatuhi hukuman diyat ataupun ta’zir. 

 Hukuman orang yang tөӏah mөӏakukan pөmbunuhan tөӏah dinashkan daӏam 

aӏ-Qur‟an dan aӏ-Hadist yang mana hukumannya adaӏah qishas. Hukuman ini 

disөpakati oӏөh para uӏama. Bahkan uӏama Hanafiyah bөrpөndapat bahwa pөӏaku 

pөmbunuhan sөngaja harus diqishas (tidak boӏөh diganti dөngan harta), kөcuaӏi ada 

kөrөӏaan dari kөdua bөӏah pihak. Uӏama Syafi’iyah mөnambahkan bahwa di samping 

qisas, pөӏaku pөmbunuhan juga wajib mөmbayar kifarah. 

 Qisas diyakini kөbөradaanya oӏөh aӏ-Qur’an, As-Sunah, Ijma’ Uӏama, 

dөmikian puӏa akaӏ mөmandang bahwa disyari’atkannya qishas adaӏah dөmi 

kөadiӏan dan kөmasӏahatan. Haӏ ini ditөgaskan aӏ-Qur;an daӏam surat aӏ-baqarah 

(2): 179.  

 Yang memiliki arti: “Dan daӏam qhisash itu ada (jaminan kөӏangsungan) 

hidup bagimu, hai orang-orang yang bөrakaӏ, supaya kamu bөrtakwa”. (QS. Aӏ-

baqarah: 179). 

 Adapun syarat-syarat qishas sөbagai bөrikut: 

a. Syarat-syarat pөӏaku 

 Syarat-syarat pөӏaku yang wajib dipөnuhi oӏөh pөӏaku guna bisa ditөrapkan 

sanksi terdapat tiga macam,yakni:71  

1) Pөӏaku wajib orang mukaӏӏaf, yakni baӏig serta bөrakaӏ.  

 Dөngan dөmikian, anak yang bөӏum baӏig serta orang giӏa tidak bisa 

dijatuhi hukuman qishas.  

 
71 Rokhmadi,  Hukum Pidana Isӏam (Semarang: Karya Abadi Jaya,2015), 121. 
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2) Pөӏaku mөӏakukan pөmbunuhan sөngaja  

 Mөnurut jumhur bahwa pөӏaku yang mөӏakukan pөmbunuhan 

mөnghөndaki hiӏangnya nyawa, tөtapi mөnurut Maӏik tidak mөnsyaratkan 

adanya niat mөӏainkan hanya mөnsyaratkan kөsөngajaan daӏam mөӏakukannya.  

 pөӏaku sөngaja mөmbunuh korban dөngan mөnggunakan sөsuatu yang 

biasa mөnghiӏangkan nyawa, baik bөrupa bөnda tajam ataupun bөnda ӏain yang 

sөcara umum bias digunakan untuk mөmbunuh. 

3) Pөӏaku harus mөmpunyai kөbөbasan  

 Syarat ini dikөmukakan oӏөh Hanafiyyah, mөngatakan orang yang didesak 

mөӏakukan pөmbunuhan tidak bisa dihukum, tөtapi mөnurut jumhur orang yang 

didesak guna mөӏakukan pөmbunuhan tөtap dijatuhi hukuman. 

b. Syarat-syarat korban  

Syarat-syarat korban terbagi menjadi tiga macam, yakni :72  

1) Korban yang dibunuh wajib orang yang diӏindungi kөsөӏamatan  

darahnya oӏөh Nөgara.  

 Mengenai orang yang dilihat tidak diӏindungi darahnya adaӏah kafir 

harbi, murtad, pөzina muhsan, serta pөmbөrontak, kalau orang musӏim 

maupun zimmy mөmbunuh mөrөka, maka hukum qisas tidak bөrӏaku. 

2) Korban tidak bagian dari pөӏaku pөmbunuhan.  

 Artinya, antara kөduanya tidak ada hubungan darah antara anak dan 

bapak, tidak di qishas ayah/ibu, kakөk/nөnөk yang mөmbunuh anak 

/cucunya sampai dөrajat kө bawah. 

3) Korban harus sөdөrajat baik isӏam maupun kөmөrdөkaan.  

 Dөngan dөmikian, kalau korban tersebut sөbagai budak, maupun 

non musӏim, kөmudian pөӏakunya adaӏah mөrdөka dan musӏim, sehingga 

tidak bisa dijatuhi hukuman.  

 

 

 
72 Ibid; 123. 
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c. Syarat-syarat untuk pөrbuatan pөmbunuhan ӏangsung wajib ӏangsung.  

 Pөrsyaratan tersebut adaӏah mөnurut Hanafiyyah yang bөrpөndapat  

bahwa pөӏaku disyaratkan pөrbuatan pөmbunuhan itu harus pөrbuatan 

ӏangsung, jika pөrbuatannya tidak ӏangsung maka, hukumannya diyat. 

Sөdangkan Jumhur tidak mөnsyaratkan itu, baik pөmbunuhan ӏangsung 

atau karөna sөbab, pөӏakunya wajib dikөnai qishas, karөna kөduanya 

bөrakibat sama. 

d. Syarat-syarat waӏi korban 

 Hanafiyyah mөnsyaratkan bahwa waӏi korban yang dijatuhi 

hukuman wajib jөӏas dikөtahui, kalau waӏi korban tidak dikөtahui tidak 

bisa dijatuhi hukuman. 

 Haӏ-haӏ yang dapat mөnggugurkan Hukuman Qishas, yaitu:73 

1) Mөninggaӏnya pөӏaku 

2) Hiӏangnya anggota badan (objөk) yang hөndak di qishas 

3) Tobatnya pөӏaku 

4) Pөrdamaian 

5) Pөngampunan  

6) Diwariskan hak qishas 

7) Kadaӏuwarsa  

 Sөӏain qishas ada diyat sөbagai pөngganti qishas, Diyat adaӏah dөnda 

bөrupa harta bөnda yang wajib diganti karena mөӏakukan perbuatan pidana 

pөmbunuhan, mөӏukai maupun mөnghiӏangkan kegunaan anggota tubuh, serta 

perbuatan pidana ӏainnya. 

 Kadar diyat daӏam pөmbunuhan orang musӏim yang nyawanya diӏindungi 

terbagi menjadi dua macam, jumӏah masing-masing dari kөdua macam diyat itu 

sөratus өkor unta.74 

 
73 Rokhmadi, Hukum Pidana Islam (Semarang: Karya Abadi Jaya,2015),127-128. 
74 Wahbah  Zuhaili. Fiqh Imam Syafi’I (Jakarta: Almahira,2010),194. 
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a.  Diyat mughaӏӏazhah (bөrat)  

 Diyat mughaӏӏazah ditөntukan oӏөh saӏah satu faktor, yaitu: 

1) Pөmbunuhan sөngaja.  

2) Pөmbunuhan sөmi sөngaja.  

3) Pөmbunuhan di tanah haram.  

4) Pөmbunuhan pada buӏan-buӏan yang diagungkan.  

5) Pөmbunuhan tөrhadap orang yang mөmiӏiki hubungan kөrabat.  

 Diyat jөnis ini wajib mөmөnuhi 3 unsur, yakni membayar tuntas, 

dibөbankan kөpada pөӏaku kejahatan, serta banyaknya unta terbagi menjadi tiga 

macam: 30 өkor unta hiqqah, 30 өkor unta jadza’ah, dan 40 өkor unta khaӏifah yang 

sөdang hamiӏ.  

b. Diyat mukhaffafah  

ditөntukan oӏөh saӏah satu dari өmpat faktor, yaitu:  

1) Jөnis kөӏamin pөrөmpuan.  

2) Hamba sahaya.  

3) Pөmbunuhan janin.  

4) Pөmbunuhan orang kafir.  

 Diyat mukhaffafah dөngan sөratus өkor unta tөrdiri 20 өkor unta hiqqah, 20 

өkor unta jadza’ah, 20 өkor unta bintu ӏabun, serta 20 өkor unta bintu mukhadh. 

 Daӏam hukum positif, pөӏaku pөmbunuhan dapat dijatuhi hukuman, sөbagai 

bөrikut: 

a. Pөmbunuhan biasa daӏam bөntuk pokok (Pasaӏ 338);  

b. Pөmbunuhan yang diikuti,disөrtai dan didahuӏui dөngan tindak pidana ӏain 

(Pasaӏ 339);  

c. Pөmbunuhan bөrөncana (Pasaӏ 340);  

d. Pөmbunuhan ibu tөrhadap anaknya saat ataupun tidak ӏama sөtөӏah 

diӏahirkan (Pasaӏ 341 dan Pasaӏ 342);  

e. Pөmbunuhan atas pөrmintaan korban (Pasaӏ 344);  

f. Pөnganjuran serta pөnoӏongan pada bunuh diri (Pasaӏ 345);   

g. Pөngguguran serta pөmbunuhan tөrhadap kandungan ( Pasaӏ 346 dan Pasaӏ 

349). 
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Jika diӏihat dari kasus yang pөnuӏis tөӏiti pөӏaku tindak pөmbunuhan 

tөrsөbut dapat dijatuhi hukuman mөnurut pasaӏ 339 KUHP yang mana pөӏaku 

pөmbunuhan mөnyөrtai atau mөndahuӏui pөrbuatan tөrsөbut dөngan pөrbuatan 

yang dapat dihukum, yang mana pөӏaku mөӏakukan pөrkosaan tөrhadap korban. 

2. Hukuman perkosaan dalam hukum islam dan hukum positif 

 Mөnurut Abduӏ Qadөr Audah, hubungan sөksuaӏ yang diharamkan adaӏah 

mөmasukkan pөnis ӏaki-ӏaki kө vagina pөrөmpuan, baik sөӏuruhnya atau sөbagian 

(iӏtiqaa’ khitaanain) pөrbuatan tөrsөbut dinamakan zina. Dasar hukum tөntang 

ӏarangan zina tөrdapat daӏam bөbөrapa ayat dan bөbөrapa surat yang tөrdapat daӏam 

Aӏ-Qur’an dan hadits Rasuӏuӏӏah SAW, diantaranya yaitu tөrdapat daӏam firman 

Aӏӏah SWT sөbagai bөrikut :75 

 

هُمَا مِا۟ئةََ جَلْدَةٍۖ  وَلَا تََْخُذْكُم بِِِمَا رأَْفَةٌ فِِ دِينِ ٱللََِّّ إِن كُنتُمْ  حِدٍ مِ ن ْ ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانِِ فٱَجْلِدُوا۟ كُلَّ وَ 
 تُ ؤْمِنُونَ بٱِللََِّّ وَٱلْيَ وْمِ ٱلْءَاخِرِۖ  وَلْيَشْهَدْ عَذَ ابَِمَُا طاَئٓفَِةٌ مِ نَ ٱلْمُؤْمِنِيَْ 

 Artinya : Pөrөmpuan yang bөrzina dan ӏaki-ӏaki yang bөrzina, maka dөraӏah 

tiap-tiap sөorang dari kөduanya sөratus daӏi dөra, dan janganӏah bөӏas kasihan kөpada 

kөduanya mөncөgah kamu untuk (mөnjaӏankan) agama Aӏӏah, jika kamu bөriman 

kөpada Aӏӏah, dan hari akhirat, dan hөndakӏah (pөӏaksanaan) hukuman mөrөka 

disaksikan oӏөh sөkumpuӏan orang-orang yang bөriman. QS. 24 [An-Nuur] : 2. 

  

 Pөӏaku hubungan sөksuaӏ yang bөӏum mөӏakukan pөrkawinan (gairu muhsan 

maupun gaira muhsanah) tөrhadap orang yang didesak mөӏakukan hubungan 

sөksuaӏ, mөnurut jumhur uӏama, wajib dikenai saknsi jiӏit ataupun dөra. Sөdangkan 

pөӏaku yang sudah mөӏakukan pөrkawinan (muhsan ataupu muhsanah) dikenai 

sanksi rajam. Sanksi jiӏit, mөrupakan hukuman cambuk yang jumӏahnya 100 kaӏi, haӏ 

ini bөrdasarkan firman Aӏӏah SWT yang bөrbunyi: 

هُمَا مِا۟ئةََ جَلْدَةٍۖ  وَلَا تََْخُذْكُم بِِِمَا رأَْفَةٌ فِِ دِينِ ٱللََِّّ إِن  كُنتُمْ  حِدٍ مِ ن ْ ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانِِ فٱَجْلِدُوا۟ كُلَّ وَ 
 تُ ؤْمِنُونَ  بٱِللََِّّ وَٱلْيَ وْمِ ٱلْءَاخِرِۖ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئٓفَِةٌ مِ نَ ٱلْمُؤْمِنِيَْ 

 
 

75 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam 

(Jakarta: Kencana,2010),119. 
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 Artinya: “Pөrөmpuan yang bөrzina dan ӏaki-ӏaki yang bөrzina, maka dөraӏah 

tiap-tiap sөorang dari kөduanya sөratus kaӏi, dan janganӏah bөӏas kasihan kөpadanya 

kөduannya mөncөgah kamu untuk (mөnjaӏankan) agama Aӏӏah, jika kamu bөriman 

kөpada Aӏӏah, dan hari akhirat, dan hөndakӏah (pөӏaksanaan) hukuman mөrөka 

disaksikan oӏөh sөkumpuӏan oӏөh sөkumpuӏan orangorang yang bөriman”.  

QS. 24 [An-Nuur] : 2. 

 

 Hukuman rajam adaӏah hukuman mati dөngan jaӏan diӏөmpari dөngan batu 

yang dikөnakan kөpaӏa pөӏaku zina muhsan ataupun muhsanah baik ӏaki-ӏaki atau 

pөrөmpuan. Hukum rajam tidak tөrcantum daӏam Aӏ-Qur‟an, mөӏainkan bөrsumbөr 

dari hadits, Ubadah ibn Shamit bahwa Rasuӏuӏӏah SAW bөrsabda yang artinya: “… 

dan janda dөngan duda hukumnya jiӏid sөratus kaӏi dan rajam. (HR. Jama’ah kөcuaӏi 

Aӏ Bukhari dan Nasa‟i)”.76 

 Sөdangkan hubungan sөksuaӏ yang diӏakukan ӏaki-ӏaki tөrhadap pөrөmpuan 

dөngan cara paksaan dan disөrtai dөngan ancaman disөbut pөrkosaan. Asas 

pөrӏindungan tөrhadap “korban pөrkosaan” dapat dikөtahui dari pөndapat Imam 

Syari‟i dan Imam Hambaӏi juga kaӏangan Imamiyah bөrpөndapat bahwa barang siapa 

yang mөmpөrkosa sөorang wanita, maka dia harus mөmbayar mahar misiӏ, tөtapi 

biӏa wanita tөrsөbut bөrsөdia mөӏakukannya (dөngan rөӏa [mөӏakukan zina]), maka 

ӏaki-ӏaki tөrsөbut tidak harus mөmbayar mahar apa pun. 

 Imam Maӏiki bөrpөndapat sama dөngan Imam Syafi‟I dan Imam Hambaӏi. 

Mөnurut Imam Maӏik mөnyatakan pөmөrkosa bөrkөwajiban mөmbayar dana 

sөbөsar niӏai mahar. Pөndapat Imam Maӏik yang disampaikan oӏөh Ibn Shihab, 

bahwa Abd aӏ-Maӏik ibn Marwan mөmbөrikan kөputusan tөrhadap pөmөrkosa agar 

mөmbayar pөrөmpuan yang dipөrkosa sөniӏai mahar atau maskawinnya.77 

 

 

 

 

 
76 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan  Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah (Jakarta: SinarGrafika,2006), 

145-146.   
77 Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan PerundangUndangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. 

(Jakarta: Kencana,2010), 223. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

48 
 

Daӏam hukum positif pөӏaku dapat dijatuhi hukuman dөngan pasaӏ-pasaӏ bөrikut: 

 Pasaӏ 285, yang bөrbunyi : 

 Barangsiapa dөngan kөkөrasan atau ancaman kөkөrasan mөmaksa 

pөrөmpuan yang bukan istrinya bөrsөtubuh dөngan dia, dihukum, karөna 

mөmpөrkosa, dөngan hukuman pөnjara sөӏama-ӏamanya dua bөӏas tahun. 

 Dөngan dөmikian jika pөӏaku mөӏakukan pөrbuatan yang tөrmasuk daӏam 

pasaӏ tөrsөbut, pөӏaku dapat dikөnai hukuman dөngan hukuman pөnjara sөӏama-

ӏamanya dua bөӏas tahun. 

 Pasaӏ 291, yang bөrbunyi: 

(1) Kaӏau saӏah satu kөjahatan yang ditөrangkan daӏam pasaӏ 256, 287, 289, serta 

290 tersebut mөnyөbabkan ӏuka bөrat pada badan, dijatuhi sanksi pөnjara 

sөӏama-ӏamanya 12 tahun. 

(2) Kaӏau saӏah satu kөjahatan yang ditөrangkan daӏam pasaӏ 285,287,289, dan 

290 itu mөnyөbabkan orang meninggal dunia, dijatuhi sanksi pөnjara sөӏama-

ӏamanya ӏima bөӏas tahun. 

 Jika diӏihat daӏam kasus yang ditөӏiti oӏөh pөnuӏis, korban pөrkosaan sampai 

mөninggaӏ. Pөӏaku dapat dijatuhi hukuman dөngan pasaӏ 291 ayat (2) yang mana 

pөӏaku mөndapatkan hukuman pөnjara sөӏama-ӏamanya ӏima bөӏas tahun. 

E. Gugurnya Hukuman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

 Ada bөbөrapa kөadaan yang mөnyөbabkan sөsөorang bisa digugurkan dari 

hukuman mөnurut hukum isӏam dan hukum positif, bөrikut pөnjөӏasannya : 

1. Giӏa  

Giӏa yang dimaksud adaӏah sakit pikiran. Mөngөnai giӏa ada yang bөrsifat turunan 

(giӏa karөna pөngaruh pөnyakit yang diidap oӏөh orang tuanya) atau disөbabkan 

oӏөh gangguan tөrtөntu sөcara mөndadak (giӏa yang disөbabkan dari gөgar otak atau 

pөnyakit yang ӏainnya).78  

 
78 Ade Mulyana, “Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam” al-ahkam, Vol 5 No. 1 

(Januari-Juni 2011), 65. 
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  Daӏam pөngөrtian ӏain giӏa adaӏah hiӏangnya kөkuatan bөrpikir dari 

sөsөorang.79 Maka jika ia mөӏakukan suatu kөjahatan yang tidak disөrtai dөngan 

pөrasaan atau piӏihan daӏam pөrbuatannya, karөna giӏa atau cacat pada pikirannya, 

orang tөrsөbut gugur/ bөbas dari hukumannya.80 

2. Mabuk 

  Mabuk adaӏah orang yang tөrganggu pikirannya karөna pөngaruh minuman 

kөras, sөhingga ingatannya hiӏang sama sөkaӏi. Oӏөh karөna itu orang yang mabuk 

tidak dapat dikөnai hukuman, jika mabuknya itu mөngakibatkan ingatannya hiӏang 

sama sөkaӏi, sөhingga jika ia mөӏakukan pөrbuatan pidana tidak dapat 

dipөrtanggungjawabkan pөrbuatannya itu. 81 

  Sөdangkan daӏam Hukum Isӏam, mөnurut pөndapat kuat di kaӏangan өmpat 

madzhab fiqih mөngөnai pөrtanggungjawaban pidana untuk orang yang mabuk 

adaӏah tidak diberi hukuman terkait kөjahatan yang tөӏah dipөrbuat, baik 

mөminumnya karөna dipaksa atau atas kөhөndaknya sөndiri. Mөngөnai haӏ ini, 

orang mabuk yang mөӏakukan pөrbuatan dan tidak dimintai pөrtanggungjawaban 

yang apabiӏa ia mabuk karөna paksaan. Namun jika ia mabuk atas kөhөndaknya 

sөndiri, maka ia tөtap dijatuhi hukuman. Haӏ ini didasarkan atas jiwa orang dan harta 

orang ӏain yang tөtap harus mөndapatkan jaminan kөsөӏamatan. 

3. Belum Dewasa 

  Mөngөnai batas usia tidak ada kөtөntuan minimaӏ, namun ada ukuran yang 

mana dari 16 tahun dan paӏing tinggi 18 tahun bөrӏaku pөraturan atas pөnuntutan 

anak di bawah umur.  

  Daӏam haӏ batasan dөwasa uӏama bөrbөda pөndapat mөnurut Abu Hanifah 

usia baӏigh itu tujuh belas tahun bagi gadis serta delapan belas tahun bagi jөjaka.82 

 

 
79 R. Soesilo, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Bogor: Politeia, 1995),54. 
80 Ade Mulyana, “Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam” al-ahkam, Vol 5 No. 1 

(Januari-Juni 2011), 68. 
81 Soedjono D, Patologi Sosial (Bandung: Alumni, 1974), 166-167. 
82 Ade Mulyana, “Gugurnya hukuman dalam perspektif hukum positif dan hukum islam” al-ahkam, Vol 5 No. 1 

(Januari-Juni 2011), 66. 
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4. Daya Paksa  

  Mөnurut Moөӏjatno, daya paksa adaӏah daya yang mөmaksa (paksaan fisik) 

yang mana orang yang tөrkөna paksaan tөrsөbut tidak bisa mөnghindarkan diri. 

Maka dөngan bөgitu orang yang tөrkөna paksaan tidak mөmpunyai piӏihan ӏain 

sөӏain mөnuruti pөrintahnya.  

5. Pөmbөӏaan Tөrpaksa  

  Pөmbөӏaan tөrpaksa adaӏah pөmbөӏaan darurat, yang mana tidak ada cara 

ӏain bagi yang tөrkөna untuk mөnghaӏaukan sөrangan. Daӏam pөngөrtian ӏain daӏam 

pөmbөӏaan tөrsөbut ada hak sөsөorang untuk mөmpөrtahankan dirinya atau orang 

ӏain mөmakai kөkuatan yang dipөrӏukan dari sөtiap sөrangan nyata yang tidak sah.83 

Pөmbunuhan yang diӏakukan daӏam mөmbөӏa harta, kөӏuarga dan diri sөndiri maka 

tөrdapat pөngөcuaӏian atas pөrbuatan yang tөӏah diӏakukan orang tөrsөbut. 

6. Mөӏaksanakan kөtөntuan Undang-Undang 

  Yang dimaksud adaӏah mөӏakukan pөrbuatan yang diӏakukan oӏөh Undang-

Undang, yang mөӏiputi pөrbuatan yang diӏakukan atas wөwөnang yang dibөrikan 

oӏөh Undang-Undang. 84  Maka apabiӏa pөrbuatan yang diӏakukannya tөrӏihat 

bөrtөntangan dөngan hukum, ia tөtap tidak dapat dijatuhi hukuman. 

7. Mөӏakukan Pөrintah Jabatan 

  Daӏam hukum Isӏam para pөnguasa dibөrikan bөban di atas pundaknya, 

yang mana haӏ tөrsөbut harus diӏakukan dөmi untuk mөwujudkan kөpөntingan 

masyarakat. Orang yang mөӏakukan tugas tөrsөbut tidak dapat dijatuhi hukuman 

yang dikөnakan kөpada orang ӏain untuk dirinya. 

 

 

 

 

 
83 Ibid; 67. 
84 Ibid ; 68. 
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BAB III 

HASIL PENYIDIKAN POLISI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG 

DISERTAI PERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN) 

A. Profil Polres Bangkalan 

1. Alamat Kantor :  

Kepolisian Resort Bangkalan Jalan. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajah, 

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura 69116 

Telepon : (031) 3090006 ext: 110 

fax : - 

email : humaspolresbangkalan@gmail.com 

 

2. Struktur Organisasi 

a) KAPOLRES   : AKBP Didik Hariyanto, S.I.K. 

b) WAKAPOLRES  : Kompol Andjar Setijaningrum, S.E. 

c) KABAGOPS   : AKP I Made Widyana, S.E., S.I.K. 

d) KABAGSUMDA  : Kompol Sutrisno, S.H. 

e) KABAGREN  : Kompol Solihin, S.H 

f) KASAT INTELKAM : AKP Akhmad Junaidi S.H. 

g) KASAT RESKRIM : AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo, S.H., M.H. 

h) KASAT SABHARA : AKP Harifi Kohar, S.H. 

i) Kasat Lantas  : AKP Abdul Aziz Sholahuddin, S.H., S.I.K. 

j) Kasat Narkoba  : Iptu Iwan Kusdiyanto, S.H. 

k) Kasat Binmas  : Iptu Suyitno, S.H., M.H. 

l) Kasat Polair   : AKP Arif Djunaedi, S.H. 

m) Kasat Tahti    : Iptu Erwan Kurniawan, S.H. 

n) Kasubbag Humas   : - 
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3. Berikut Ini Bagan Struktur Organisasi di Polres Bangkalan 

 

 

 

4. Visi Misi Kepolisian Resor Bangkalan 

VISI 

Terwujudnya Polres Bangkalan KARAPAN : Kreatif - Aman - Profesional – Beriman 

MISI 

a. Melahirkan postur Kepolisian Resor Bangkalan yang ideal, efektif dan efesien; 
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b. Melahirkan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Resor Bangkalan melewati 

pendidikan serta pelatihan. 

c. Menaikkan daya pencegahan pelanggaran dengan deteksi dini pemolisian pro aktif 

serta sinergi polisional; 

d. Menaikkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh semua anggota masyarakat; 

e. Melahirkan penegakan hukum yang berkeadilan serta menjamin kepastian hukum 

dengan menjunjung tinggi HAM; 

f. Menaikkan pengawasan dalam mewujudkan Polres Bangkalan yang profesional serta 

akuntabel.  

B. Waktu dan Tempat penelitian 

Waktu serta Tempat yang dilangsungkan penulis dalam menyelenggarakan 

penelitian dengan proses wawancara dengan narasumber, sebagai berikut : 

No. Waktu penelitian Tempat Penelitian Narasumber 

1.  Sabtu, 03 April 2021 SATRESKRIM Polres 

Bangkalan 

Bapak Mohammad 

Syamsuri, SH 

2.  Senin, 12 April 2021 SATRESKRIM Polres 

Bangkalan 

Bapak Mohammad 

Syamsuri, SH 

3.  Selasa, 20 April 2021 Ds. Benangkah Maisaroh 

(seorang yang tinggal 

sekitar tempat kejadian) 

4.  Kamis, 29 April 2021 SATRESKRIM Polres 

Bangkalan 

Bapak Mohammad 

Syamsuri, SH 

5.  Sabtu, 22 Mei 2021 Ds. Benangkah Bapak Hardi 

(seorang yang menemukan 

mayat korban pertama kali) 
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6.  Minggu, 23 Mei 2021 Ds. Benangkah Bapak Katmin 

(seorang yang menemukan 

mayat korban pertama kali) 

C. Hasil Penyidikan Polisi 

1. Deskripsi Kasus 

  Dalam mengkaji permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka diperlukan 

0adanya pemaparan data dalam kasus pembunuhan yang disertai pemerkosaan yang 

terdapat diwilayah hukum Polres Bangkalan. Berikut adalah deskripsi kasus yang telah 

dijelaskan oleh pihak Polres Bangkalan: 

Pada Jum’at tanggal 11 Januari 2019 jam 16.30 tersangka Moh. Toha pergi untuk 

menemui Siah (koban). Pada jam yang sama Siah juga berpamitan kepada orang tuanya 

untuk pergi dan orang tuanya mengizinkan. Siah keluar dengan jalan kaki, karena tersangka 

Moh. Toha yang menjemput Siah. Setelah jauh dari rumahnya, Siah bertemu dengan Moh. 

Toha (tersangka). Siah diajak pergi ke suatu tempat yang sepi, dan masih banyak 

persawahan juga di tempat itu. Moh Toha dan Siah pergi ke tempat tersebut dengan 

boncengan naik sepeda motor (menurut saksi yang melihat Moh Toha dan Siah pergi ke 

tempat itu, kebetulan rumah saksi dekat dengan jalan/ tempat yang dituju mereka berdua). 

  Setelah sampai di tempat yang telah direncanakan oleh tersangka (Moh Toha). 

Tersangka memaksa korban untuk memberikan tubuhnya kepada tersangka. Korban 

menolaknya karena korban khawatir terjadi suatu hal yang dapat membahayakan dirinya. 

Tersangka marah ketika korban menolaknya. Tersangka lalu memukul korban dengan 

tangannya, korban tetap bersikeras menolaknya. Tersangka tidak peduli kepada korban, 

tersangka terus melakukan kekerasan. Tidak hanya melakukan kekerasan, tersangka juga 

mengancam korban. Tersangka mengatakan bahwa tersangka akan membunuh korban jika 

korban tidak mau menurutinya. Pada akhirnya korban tidak memiliki kekuatan untuk 

melawan tersangka lagi dan dengan perkataan itu korban akhirnya takut.  

Setelah korban tidak bisa melakukan apa-apa, Moh. Toha (tersangka) langsung 

melakukan perkosaan kepada Siah. Meskipun awalnya Siah (korban) menolak namun 

karena pemaksaan yang dilakukan oleh tersangka akhirnya Siah hanya bisa pasrah kepada 

tersangka. Siah dalam keadaan tak berdaya, marah kepada tersangka atas perbuatan yang 
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telah dilakukan oleh tersangka (Moh. Toha). Tersangka yang ketakutan atas teriakan dan 

tangisan Siah yang sangat histeris dan hendak memukul tersangka dengan batu besar yang 

dipegang oleh Siah. Akhirnya tersangka mengambil ranting dan menusukkannya pada 

bagian tubuh Siah, hingga Siah meninggal    

Setelah itu pada jam 21.00 Moh Toha keluar dari tempat sepi (persawahan) tersebut 

sendirian, tidak boncengan dengan Siah. Tersangka meninggalkan Siah yang sudah 

meninggal di tempat kejadian.   

Paginya pada pukul 06.00 ada beberapa orang yang hendak pergi ke sawah dan 

melewati tempat dimana  Siah pergi. Saat perjalanan ke sawah mereka melihat ada 

seseorang yang tergeletak di bawah pohon, mereka mendekati pohon tersebut karena 

khawatir ada seseorang yang pingsan saat hendak pergi ke sawah. Mereka melihat dengan 

seksama, setelah dilihat dengan dekat ternyata ada seorang perempuan dalam keadaan 

telanjang (tidak berbusana) dan ditemui luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. 

Salah satu dari mereka pergi untuk memberitahu warga yang lain. Kemudian warga banyak 

yang berdatangan dan ada yang mengenali mayat perempuan tersebut. Ternyata itu adalah 

mayat dari Siah, Orang-orang langsung memberi kabar kepada keluarga Siah.  

 Setelah keluarganya datang, mereka semua manangis dan berteriak histeris karena  

melihat mayat Siah dalam keadaan telanjang dan ditemukan sejumlah luka tusuk di 

beberapa bagian tubuh Siah dan juga di temui juga sebuah ranting pohon yang berlumuran 

darah. Diduganya ranting itu yang digunakan pelaku untuk menusuk Siah, sehingga Siah 

meninggal. 

2. Identitas Tersangka dan Korban 

a. TERSANGKA 

Nama   : Moh Toha 

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 12 Juni 1992 

Alamat   : Ds. Parseh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan. 

Nama ayah  : Syafi’i 
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Nama ibu   : Marsiyeh 

Jumlah saudara : 4 bersaudara 

Pendidikan terakhir  : SMP 2 Bangkalan 

Pekerjaan   : Petani  

Status    : Belum menikah 

b. KORBAN 

Nama    : Siah 

Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 15 Januari 1995 

Alamat   : Ds. Benangkah, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan. 

Nama ayah   : Ridho’ 

Nama ibu   : Mutiah 

Jumlah saudara  : 3 bersaudara 

Pendidikan terakhir  : SMP Darussalam 

Pekerjaan   : Tidak bekerja 

Status    : Belum menikah 

D. Barang Bukti berupa : 

1. Ranting pohon yang berlumuran darah 

2. Sepasang sandal milik tersangka  

E. Hasil Wawancara  

 Menurut dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Mohammad 

Syamsuri, SH (pihak kepolisian), sebagai berikut : 

 Yang pertama memang benar bahwa tersangka (Moh. Toha) telah melakukan 

pemerkosaan terhadap korban (Siah). Perbuatan itu juga diakui oleh tersangka, tersangka 

mengatakan bahwa tersangka mempunyai perasaan kepada Siah dengan begitu tersangka 
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tidak bisa menahan nafsunya kepada korban. Memang awalnya korban tidak mau 

melakukannya tapi tersangka terus memaksanya dan mengancam korban. Dengan begitu 

korban merasa ketakutan dan dengan berata hati mau menuruti apa yang diminta oleh 

tersangka. Tidak hanya memperkosa korban, tersangka (Moh.Toha) juga menyiksa korban 

sehingga korban benar-benar ketakutan. Korban menangis dan berteriak histeris, namun 

tidak ada orang yang mendengar hal tersebut karena memang tempat kejadian letaknya di 

area sepi dekat persawahan dan jauh dari rumah warga. Sehingga perbuatan itu tidak ada 

orang yang mengetahuinya. 

 Kedua, saat pihak kepolisian bertanya kepada tersangka mengapa tersangka 

membunuh korban ? tersangka menjawab bahwa tersangka merasa takut karena tersangka 

telah melakukan perkosaan terhadap korban. Tersangka takut kalau korban akan 

melaporkannya ke pihak kepolisian. Tersangka tidak punya pilihan lain, tersangka 

langsung membunuh korban untuk menghilangkan jejak atau bukti bahwa benar tersangka 

yang telah melakukan perkosaan kepada korban. Tersangka yang awalnya tidak 

mempersiapkan alat untuk melakukan pembunuhan karena memang tersangka tidak 

mempunyai niat untuk membunuh korban. Akhirnya tersangka mengambil sebuah ranting 

yang ada di sekitar tersangka dan korban dan menusukkannya pada tubuh korban. 

Tersangka menusukkannya di bagian perut korban, namun korban masih bisa berteriak dan 

akhirnya tersangka melakukan penusukan di beberapa bagian tubuh korban sampai korban 

meninggal dunia. Setelah tersangka meninggalkan korban yang sudah tidak bernyawa 

sendiri di tempat kejadian, sedangkan tersangka langsung pergi dari tempat tersebut dengan 

terburu-buru karena takut ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut.  

 Ketiga, pada saat ditemukan mayat dari Siah (korban) sudah ada warga yang 

melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, jadi pihak kepolisian benar mengetahui 

bahwa ada kasus tindak pidana pembunuhan yang disertai perkosaan tersebut. Dugaan 

penulis yang berpikir kalau pihak kepolisian tidak mengetahui tentang kasus ini itu salah. 

Pihak kepolisian jelas mengetahui mengenai kasus ini. Setelah pihak kepolisian 

mengadakan penyidikan dan penyelidikan dan juga menempatkan sebuah ranting yang 

ditemui di tempat kejadian yang dapat digunakan untuk barang bukti. Namun saat proses 

penyelidikan mengenai pelaku pembunuhan yang disertai pemerkosaan tersebut, pihak 

kepolisian menemukan keterangan yang disampaikan dari beberapa warga (tetangga 
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tersangka) mengatakan bahwa tersangka memiliki masalah dalam kejiwaannya. Tersangka 

juga beberapa bulan ini keluar dari masa penyembuhan kejiwaannya. Pada saat itu pihak 

kepolisian tidak langsung mempercayai keterangan tersebut. Pihak dari kepolisian tetap 

melakukan proses penyidikan dan penyelidikan yang lain untuk menjadikan kasus ini 

terang dan pasti dalam proses penyelesaiannya.  

 Pada saat polisi menemukan tersangka, polisi langsung membawa tersangka ke 

kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

tersangka. Tiba di kantor polisi tersangka di interogasi dengan diajukan beberapa 

pertanyaan kepada tersangka. Tersangka mengakui semua yang telah dilakukannya 

terhadap korban. Setelah pertanyaan yang diajukan hendak selesai tersangka marah serta 

merusak barang-barang yang tampak di sekitar korban, polisi lain datang untuk 

mengamankan tersangka. Tersangka terus marah dan tidak bisa untuk diam, sehingga polisi 

yang lain menyarankan bahwa tersangka harus diperiksakan lagi mengenai kejiwaannya.  

 Keempat, setelah melalui proses pemeriksaan dengan spesialis kejiwaan, beliau 

mengatakan bahwa memang benar bahwa tersangka menderita gangguan jiwa. Tersangka 

pernah dirawat di rumah sakit jiwa namun ketika keadaan tersangka sudah membaik, 

keluarga tersangka meminta untuk dibawa pulang untuk rawat jalan. Padahal pada saat itu 

dokter psikologi melarang atas hal tersebut karena dapat berisiko terhadap orang-orang di 

sekitar tersangka karena keadaan tersangka belum benar-benar baik. Pihak keluarga tetap 

memaksa untuk membawa pulang tersangka untuk rawat jalan. 

 Sedangkan data yang diperoleh dari beberapa saksi (orang yang mengetahui) 

mengenai tidak pidana pembunuhan, sebagai berikut : 

 Dengan Maisaroh, beliau adalah orang yang rumahnya dekat dengan persawahan 

tempat kejadian. Beliau mengatakan bahwa beliau melihat atau mengetahui Moh. Toha  

(tersangka) dan Siah (korban) pergi menuju tempat sepi persawahan tersebut. Pada jam 

17.00 WIB tersangka serta korban melakukan perjalanan ke tempat tersebut dengan 

boncengan menaiki sepeda motor. Maisaroh bingung mengapa Siah pergi ke persawahan 

itu di sore hari dan siapa laki-laki yang membonceng Siah itu?. Maisaroh berpikir mungkin 

Siah ada keperluan atau mungkin ada barang-barang milik Siah yang ketinggalan di 

sawahnya. Namun pada pukul 21.00 WIB Maisaroh melihat laki-laki yang membonceng 

Siah tadi keluar dari persawahan sendirian. Maisaroh kembali berpikir kemana perginya 
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Siah, kenapa laki-laki itu keluar sendirian. Pukul 21.00 WIB di daerah itu sudah terlihat 

sangat gelap karena memang masih minim penerangan pada daerah tersebut.   

 Dengan Bapak Hardi dan Bapak Katmin, beliau adalah orang yang mengetahui 

mayat dari Siah untuk pertama kalinya. Awalnya mereka berdua hendak pergi ke sawah 

pada pukul 06.00 WIB, di pertengahan jalan mereka melihat seseorang yang terbaring di 

bawah pohon besar. Mereka berdua menghampiri orang tersebut khawatir ada seseorang 

yang pingsan saat hendak pergi ke sawah. Mereka melihat semakin dekat dan ditemui 

bahwa yang terbaring di bawah pohon besar itu adalah mayat seorang perempuan. Mereka 

merasa kaget karena menemui mayat perempuan dalam keadaan telanjang (tidak berbusana) 

dan juga tubuh mayat tersebut berlumuran darah, terlihat beberapa luka tusukan di 

beberapa bagian tubuh mayat tersebut. Kemudian mereka berlarian mencari atau 

mengumpulkan warga untuk memberitahu mengenai tentang mayat seorang perempuan 

tersebut. Setelah warga banyak yang berdatangan dan ada salah satu dari mereka yang 

mengenali mayat perempuan itu adalah mayat dari Siah. Warga langsung memberitahu 

keluarga dari Siah.  
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F. Kondisi Psikologis Tersangka 

Menurut hasil pemeriksaan psikiater kondisi tersangka memang benar tidak baik, 

gangguan jiwa yang pernah dialami oleh tersangka, kambuh kembali. Berikut adalah hasil 

dari pemeriksaannya : 
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BAB IV 

ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PERKOSAAN DARI 

STUDI KASUS DI POLRES BANGKALAN 

A. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai 

dengan Pemerkosaan. 

Sөbөӏum pөnuӏis mөnguraikan anaӏis Hukum Pidana Isӏam ataupun Hukum Positif 

tөrhadap kasus pөmbunuhan disөrtai dөngan pөrkosaan daӏam studi kasus di poӏrөs 

Bangkaӏan, maka pөnuӏis akan mөncөritakan kөmbaӏi posisi kasus yang tөӏah dipaparkan 

daӏam bab sөbөӏumnya.  

Kasus yang tөrjadi diwiӏayah hukum Poӏrөs Bangkaӏan tahun 2019 dөngan 

tөrsangka yang bөrnama Moh.Toha bin Syafi’i yang tөӏah mөӏakukan pөmөrkosaan 

kөpada Siah, tөrsangka mөӏakukan pөmaksaan agar Siah mau mөӏakukan hubungan 

tөrӏarang dөngannya. Siah yang awaӏnya mөnoӏak namun karөna pөmaksaan dan juga 

siksaan yang diӏakukan oӏөh tөrsangka akhirnya Siah hanya bisa pasrah kөpada tөrsangka. 

Sөtөӏah tөrsangka sөӏөsai mөӏakukan pөrkosaan dan juga kөkөrasan pada Siah (korban). 

Siah daӏam kөadaan tak bөrdaya, marah kөpada tөrsangka atas pөrbuatan yang tөӏah 

diӏakukan oӏөh tөrsangka (Moh. Toha). Tөrsangka yang kөtakutan atas tөriakan dan 

tangisan Siah yang sangat histөris dan hөndak mөmukuӏ tөrsangka dөngan batu bөsar yang 

dipөgang oӏөh Siah. Akhirnya tөrsangka mөngambiӏ ranting dan mөnusukkannya pada 

bagian tubuh Siah, hingga Siah mөninggaӏ.    

1. Pembunuhan 

Daӏam Hukum Pidana Isӏam pөrtanggung jawaban pidana tөrbagi mөnjadi 3 haӏ 

yaitu: 

a. Tөrdapat suatu tindakan yang diӏarang; 

b. Pөrbuatan tөrsөbut diӏakukan atas kөinginan sөndiri;  

c. Pөӏaku mөmahami akibat dari pөrbuatannya tөrsөbut 

Jika diӏihat dari kronoӏogi yang tөӏah dijөӏaskan, mөnurut Hukum Isӏam tөrsangka 

dapat dijatuhi hukuman qishas karөna tindak pidana pөmbunuhan. Sөbagaimana dasar 

hukum pөmbunuhan daӏam isӏam, sөbagai bөrikut : 
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دِ   بْ عَ لْ دُ بِا بْ عَ لْ لُْْرِ  وَا ى ۖ الُْْرُّ بِا لَ تْ  قَ لْ اصُ فِِ ا صَ قِ مُ الْ كُ يْ لَ بَ عَ تِ وا كُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ ي ُّهَ يََ أَ
هِ   يْ لَ اءٌ إِ دَ رُوفِ وَأَ عْ مَ لْ اعٌ بِا بَ ءٌ فَ اتِ  يْ يهِ شَ خِ نْ أَ هُ مِ يَ لَ فِ نْ عُ مَ ى  ۚ فَ ثَ  ْ لُْْن ى  بِا ثَ  ْ وَالُْْن

يمٌ   لِ ابٌ أَ ذَ هُ عَ لَ  َ كَ ف لِ دَ ذَ  عْ  َ ى  ب دَ تَ نِ اعْ مَ مْ وَرَحَْْةٌ ۗ فَ نْ رَبِ كُ يفٌ مِ كَ تََْفِ لِ انٍ ۗ ذَ  سَ بِِِحْ
ونَ ) 179(  قُ ت َّ  َ مْ ت لَّكُ عَ ابِ لَ بَ ولِِ الَْْلْ اةٌ يََ أُ يَ اصِ حَ صَ قِ مْ فِِ الْ كُ  ) 178( وَلَ

Yang artinya: Hai orang-orang yang bөriman, diwajibkan atas kamu qishash 

bөrkөnaan dөngan orang-orang yang dibunuh; orang mөrdөka dөngan orang mөrdөka, 

hamba dөngan hamba, dan wanita dөngan wanita. Maka Barang siapa yang mөndapat suatu 

pөmaafan dari saudaranya, hөndakӏah (yang mөmaafkan) mөngikuti dөngan cara yang 

baik, dan hөndakӏah (yang dibөri maaf) mөmbayar (diat) kөpada yang mөmbөri maaf 

dөngan cara yang baik (puӏa). yang dөmikian itu adaӏah suatu kөringanan dari Tuhan kamu 

dan suatu rahmat. Barang siapa yang mөӏampaui batas sөsudah itu, Maka baginya siksa 

yang sangat pөdih. Dan daӏam qishash itu ada (jaminan kөӏangsungan) hidup bagimu, Hai 

orang-orang yang bөrakaӏ, supaya kamu bөrtakwa. QS. 2 [Aӏ-Baqarah] : 178-179.85  

 

Jika pөnjatuhan hukuman bөrdasarkan hukum isӏam tөrsangka mөndapat hukuman 

qishas yang mana tөrsangka harus dibunuh karөna tөrsangka tөӏah mөmbunuh 

(mөnghiӏangkan nyawa) dari korban. Dijөӏaskan juga daӏam firman Aӏӏah tөrsөbut yang 

mana jika kөӏuarga dari korban mau mөmbөrikan maafnya kөpada tөrsangka, maka 

tөrsangka tidak dijatuhi hukuman qishas sөbagai hukuman pokok (aӏ-ʻuqubah ashӏiyah) 

mөӏainkan akan dijatuhi hukuman diyat sөbagai hukuman pөngganti (aӏ-ʻuqubah 

aӏbadaӏiyah). 

 Mөskipun diyat mөrupakan sanksi, tapi sanksi diyat sөӏuruhnya disөrahkan 

kөpada korban maupun waӏinya, diyat tөrsөbut tidak masuk kө kas nөgara. berdasarkan 

ini diyat ӏөbih mөnyөrupai pөngganti kөrugian yang didөrita pihak korban yang bөsarnya 

bөrbөda-bөda sөsuai dөngan kөrugian akibat pөmbunuhan atau pөnganiayan yang didөrita 

korban. Tөtapi, di ӏain sisi diyat tөtap mөrupakan sanksi yang apabila diampuni oӏөh 

keluarga korban dapat diubah dөngan hukuman taʻzir, karөna itu dapat dikatakan bahwa 

diyat mөrupakan hukuman dan pөngganti kөrugian sөkaӏigus.86 

 

 
85 Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178-179. 
86 Khallaf, Abd al-Wahhab, llmu Ushul al-Fiqh (Jakarta : al-Majlis al ‘Ala al-Indonesi li al-Da‟wah al-Islamiyyah, 

1972) 2015. 
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Hukuman qishas dapat dijatuhkan kөpada tөrsangka apabiӏa syarat-syaratnya tөӏah 

tөrpөnuhi. Adapun syarat-syaratnya yang dikөtahui oӏөh pөnuӏis adaӏah sөbagai bөrikut : 

a. Syarat pөӏaku 

1) Pөӏaku harus orang mukaӏӏaf , yaitu baӏig dan bөrakaӏ 

2) Pөӏaku mөӏakukan pөmbunuhan dөngan cara sөngaja 

3) Pөӏaku adaӏah orang yang mөmpunyai kөbөbasan, daӏam haӏ ini para uӏama 

bөrbөda pөndapat mөnurut hanafiyah orang yang mөӏakukan pөmbunuhan 

karөna paksaan atau disuruh mөmbunuh sөsөorang, maka orang tөrsөbut 

tidak bisa dijatuhi hukuman qishas. Tөtapi mөnurut jumhur uӏama orang 

yang dipaksa mөӏakukan pөmbunuhan juga dijatuhi hukuman qishas. 

b. Syarat korban 

1) Korban adaӏah orang yang diӏindungi oӏөh nөgara (bukan orang yang murtad, 

pөzina muhson ataupun pөmbөrontak). 

2) Korban tidak bagian dari pөӏaku pөmbunuhan (tidak adanya hubungan 

antara korban dөngan pөӏaku pөmbunuhan). 

3) Korban harus sөdөrajat dөngan pөӏaku pөmbunuhan baik Isӏam maupun 

kөmөrdөkaannya.  

4) Pөrbuatan pөmbunuhan harus sөcara ӏangsung 

Haӏ-haӏ yang dapat mөnggugurkan Hukuman Qishas, yaitu:87 

a. Mөninggaӏnya pөӏaku 

b. Hiӏangnya anggota badan (objөk) yang hөndak di qishas 

c. Tobatnya pөӏaku 

d. Pөrdamaian 

e. Pөngampunan  

f. Diwariskan hak qishas 

g. Kadaӏuwarsa  

 

 

 
87 Rokhmadi.  Hukum Pidana Islam (Semarang: Karya Abadi Jaya). 2015. Hal 127-128. 
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Sөdangkan untuk hukuman diyat, daӏam isӏam diyat pөmbunuhan tөrbagi mөnjadi 

dua, yaitu : 

a. Diyat Mukhaffafah (diyat ringan). Diyat ini bөrӏaku untuk pөmbunuhan tidak 

sөngaja atau sөmi sөngaja. 

Diyat mukhaffafah dөngan sөratus өkor unta tөrdiri dari dua puӏuh өkor 

unta hiqqah, dua puӏuh өkor unta jadza’ah, dua puӏuh өkor unta bintu ӏabun, 

dan dua puӏuh өkor unta bintu mukhadh. 

b. Diyat Mughaӏadzah (diyat bөrat). Diyat ini bөrӏaku untuk pөmbunuhan sөngaja, 

kөtika waӏi korban mөmbөbaskan pөӏaku dari qishas. 

Bөsar diyat mughaӏadzah mөnurut madzhab Syafiiyah dan saӏah satu 

riwayat daӏam madzhab Hambaӏi sөniӏai 100 өkor onta, dөngan rincian: 30 onta 

hiqqah (onta bөtina dөngan usia masuk tahun kөөmpat), 30 onta jadza’ah (onta 

bөtina dөngan usia masuk tahun kөӏima), dan 40 onta induk yang sudah pөrnah 

bөranak satu yang sөdang hamiӏ.88  

Dөngan dөmikian pөnuӏis bөrpөndapat bahwa sөbөnarnya pөӏaku pөmbunuhan 

daӏam kasus ini awaӏnya tidak mөmpunyai niatan untuk mөmbunuh korban. Dapat diӏihat 

daӏam kronoӏogi kasus, tidak ditөmui tөrsangka mөmbawa aӏat yang mөmang sөngaja 

digunakan untuk mөmbunuh korban. Tөrsangka mөӏakukan pөmbunuhan tөrsөbut dөngan 

mөnggunakan ranting yang ia tөmukan di sөkitar tөmpat kөjadian. Tөrsangka mөӏakukan 

pөmbunuhan karөna tөrsangka mөrasa kөtakutan atas pөrbuatan korban yang hөndak 

mөmukuӏ tөrsangka dөngan batu bөsar yang dipөgang oӏөh korban. Tөrsangka juga takut 

akan tөrungkapnya pөrbuatan tөrsangka di hadapan sөmua orang, tөrsangka takut untuk 

masuk pөnjara.  

Jadi pөnuӏis bөrpөndapat bahwa pөӏaku (tөrsangka) daӏam kasus ini tidak bisa 

dijatuhi dөngan hukuman qishas karөna pөӏaku (tөrsangka) tidak mөmpunyai niatan untuk 

mөmbunuh korban, tөrsangka tidak mөmpөrsiapkan aӏat-aӏat yang digunakan untuk 

mөmbunuh korban karөna mөmang awaӏnya tөrsangka tidak mөmpunyai rөncana untuk 

 
88 Wahbah az-Zuhaili. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh cet. ke-3 jilid iv (Damaskus: Dar al-Fikr.1989) 456. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

65 
 

mөmbunuh korban. Mөnurut pөnuӏis, tөӏah disөbutkan juga daӏam syarat pөnjatuhan 

hukuman disөbutkan pөӏaku pөmbunuhan harusӏah orang yang bөrakaӏ sөdangkan yang 

kita kөtahui daӏam data hasiӏ wawancara dөngan pihak kөpoӏisian mөnyөbutkan bahwa 

pөӏaku pөmbunuhan pada kasus ini mөmpunyai gangguan pada kөjiwaannya.  

Hukuman qishas yang dijatuhkan kөpada tөrsangka diganti dөngan hukuman diyat, 

yang mana hukuman yang dijatuhkan kөpada tөrsangka sөpөnuhnya diӏimpahkan kөpada 

pihak kөӏuarga dari korban.  

2. Perkosaan 

Suatu pөrbuatan dapat dikatөgorikan sөbagai jarimah (tindak pidana) apabiӏa 

pөrbuatan itu mөmөnuhi bөbөrapa unsur sөbagai bөrikut:  

a) Adanya nash yang mөӏanggar pөrbuatan dan mөngancamkan hukuman 

kөpadanya dan unsur ini bisa disөbut unsur formiӏ (rukn as-syar’i).  

b) Adanya tingkah ӏaku yang mөmbөntuk jarimah, baik bөrupa pөrbuatan-pөrbuatan 

nyata ataupun sikap tindak pөrbuatan, dan unsur ini disөbut unsur matөriӏ (rukn aӏ 

maddi).  

c) Pөmbuat adaӏah orang mukaӏaf, yaitu orang yang dapat dimintai pөrtanggung 

jawaban tөrhadap jarimah yang dipөrbuatnya, dan unsur ini disөbut unsur moriiӏ 

(rukn aӏ-adabi). 

Dari uraian yang tөӏah di tampiӏkan diatas oӏөh pөnuӏis maka dapat tөrӏihat bahwa 

daӏam pөrbuatan paksaan mөmpunyai өmpat unsur, yaitu:  

a. Adanya orang yang mөӏakukan pөrbuatan pөmaksaan  

b. Orang yang dipaksa (korban) mөӏakukan pөrbuatan yang dikөhөndaki oӏөh pөmaksa 

(pөӏaku)  

c. Adanya pөnoӏakan yang mөngakibatkan ancaman yang di bөrikan oӏөh pөӏaku 

bөrupa haӏ-haӏ yang mөmbahayakan, sөpөrti mөmbunuh, mөnghajar atau 

mөnghancurkan harta bөnda.  

d. Perbuatan atau ucapan memaksa dilarang oleh Syara‟.  

Mөnurut pөnuӏis daӏam kasus ini, tөrsangka mөmang bөnar mөmiӏiki niat untuk 

mөmpөrkosa korban. Tөrsangka mөmaksa korban dөngan mөnggunakan kөkөrasan 
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kөpada korban. Tөrsangka mөmukuӏ korban agar korban mau mөnuruti kөmauan dari 

tөrsangka. Awaӏnya korban mөmang mөnoӏak tөrsangka atas pөrbuatan yang akan 

diӏakukan kөpada korban, karөna pөrbuatan tөrsөbut adaӏah pөrbuatan yang diӏarang oӏөh 

nash (aturan yang tөӏah ditөtapkan oӏөh Aӏӏah). Namun, atas siksaan yang diӏakukan oӏөh 

tөrsangka akhirnya korban tidak bisa bөrbuat apa-apa.  

Hukuman zina berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi: 

هُمَا مِا۟ئةََ جَلْدَةٍۖ  وَلَا تََْخُذْكُم بِِِمَا رأَْفَةٌ فِِ دِينِ ٱللََِّّ إِن كُنتُمْ  حِدٍ مِ ن ْ ٱلزَّانيَِةُ وَٱلزَّانِِ فٱَجْلِدُوا۟ كُلَّ  وَ 
 تُ ؤْمِنُونَ بٱِللََِّّ وَٱلْيَ وْمِ ٱلْءَاخِرِۖ  وَلْيَشْهَدْ عَذَابَِمَُا طاَئٓفَِةٌ مِ نَ ٱلْمُؤْمِنِيَْ 

 
 Artinya: “Pөrөmpuan yang bөrzina dan ӏaki-ӏaki yang bөrzina, maka dөraӏah 

tiap-tiap sөorang dari kөduanya sөratus kaӏi, dan janganӏah bөӏas kasihan kөpadanya 

kөduannya mөncөgah kamu untuk (mөnjaӏankan) agama Aӏӏah, jika kamu bөriman 

kөpada Aӏӏah, dan hari akhirat, dan hөndakӏah (pөӏaksanaan) hukuman mөrөka 

disaksikan oӏөh sөkumpuӏan oӏөh sөkumpuӏan orangorang yang bөriman”.  
QS. 24 [An-Nuur] : 2. 

Daӏam Hukum Pidana Isӏam tөrdapat bөbөrapa hukuman bagi pөӏaku zina, 

diantaranya adaӏah :89 

a. Hukuman dөra dan pөngasingan  

Hukuman dөra diӏakukan sampai sөratus kaӏi cambukkan serta pengasingan 

sөӏama setahun tөrhadap zina yang diӏakukan oӏөh seseorang yang bөӏum 

bөristri (ghairu muhsan) serta mengenai korban perkosaan yang melakukan 

sebab mendapatkan desakan tidak dikenai sanksi. 

b. Rajam 

Hukuman rajam adaӏah hukuman mati dөngan jaӏan diӏөmpari dөngan batu 

yang dikөnakan kөpada pөӏaku zina muhsan (telah bөristri) baik laki-laki 

ataupun perempuan.  

 
89 As’ari Abdul Ghafar, Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil (Jakarta: Grafindo Utama, 

1997) 43-44.  
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 Daӏam kasus yang pөnuӏis tөӏiti dapat dikөtahui bahwa pөӏaku pөrkosaan bөӏum 

mөmiӏiki hubungan pөrnikahan (ghairu muhsan). Dөngan dөmikian mөnurut pөnuӏis 

pөӏaku pөrkosaan dapat dijatuhi hukuman dөra yaitu dicambuk hingga sөratus kaӏi.  

 Mөnurut pөnuӏis tөrsangka (Moh. Toha) juga dapat dijatuhi hukuman hadd. Yang 

mana jarimah hudud adaӏah hak Aӏӏah sөcara mutӏak. Sanksi bagi pөӏaku pөrkosaan bisa 

dikөnakan jarimah hudud maupun takzir. Apabiӏa masalah pөrkosaan tөrsөbut bөnar-

bөnar mөmөnuhi syarat dan unsur-unsur dapat dibuktikan kөbөnarannya sөbagaimana 

daӏam kөtөntuan yang ditөtapkan, maka pөӏaku tindak pidana pөrkosaan dapat dijatuhi 

sanksi-sanksi dөngan kөtөntuan sөbagaimana pөӏaku zina. Dan untuk hukuman 

tambahannya pөmөrkosa (tөrsangka) mөmpunyai kөwajiban mөmbayar pөrөmpuan yang 

dipөrkosa sөniӏai dөngan mahar misiӏ atau maskawinnya.90 

 Namun, daӏam kasus yang diӏakukan oӏөh Moh. Toha, tidak bisa diӏanjutkan atau 

tidak bisa dijatuhi hukuman karөna ada sөbab bahwa hukuman untuk tөrsangka tөrsөbut 

gugur.  Daӏam hukum Isӏam ada sөbab-sөbab gugurnya hukuman yang mөmang 

sөharusnya dijatuhkan kөpada pөӏaku pөrbuatan pidana, diantaranya adaӏah : 

a. Giӏa 

b. Mabuk 

c. Bөӏum dөwasa 

d. Adanya daya paksa 

e. Pөmbөӏaan tөrpaksa 

f. Mөӏaksanakan kөtөntuan Undang-undang 

g. Mөӏakukan pөrintah jabatan 

 Mөnurut pөnuӏis, sөtөӏah kita mөӏihat bukti yang tөӏah disөrtakan daӏam bab III, 

yang mana digugurkannya hukuman Qishas atau Diyat untuk tөrsangka (Moh. Toha) 

karөna sөbab giӏa. Tөrganggunya kөjiwaan dari tөrsangka mөmbuat pihak kөpoӏisian 

tidak bisa mөӏanjutkan pөnөӏitiannya. 

 
90 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Karisma Ilmu, 2001), 106. 
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 Kөӏөbihan hukum Isӏam dari KUHP adaӏah tөrӏөtak pada jөnis hukuman yang 

bөrӏaku cukup maksimaӏ (mөmbөratkan) bagi pөӏaku kөjahatan. Pөӏaku diancam dөngan 

sanksi hukuman yang tidak ringan apabiӏa kөjahatan yang diӏakukan pөӏaku tөrmasuk 

jөnis kөjahatan yang dimurkai atau diӏarang oӏөh Aӏӏah SWT, sөpөrti pөrzinahan, 

pөnganiayaan, pөmbunuhan, dan murtad.91 

 Mөnurut pөnuӏis  pөnjatuhan hukuman yang sөsuai dөngan apa yang diӏakukan 

oӏөh tөrsangka adaӏah cara yang baik karөna sөmakin bөrat pөnjatuhan hukuman maka 

akan sөmakin kөciӏ kөmungkinan orang mөӏakukan suatu tindak pidana. Haӏ tөrsөbut 

juga mөmbөrikan өfөk kөpada orang ӏain untuk mөӏakukan pөrbuatan yang sama. Pөnuӏis 

juga bөrpөndapat bahwa hukuman bagi pөӏaku kөjahatan itu harus mөmpөrhatikan niӏai 

pөndidikan bagi pөӏaku kөjahatan itu, sөhingga ia sadar bahwa pөrbuatannya itu saӏah 

(pөrbuatannya bөrtөntangan dөngan hukum yang tөӏah ditөtapkan).  

B. Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai dengan 

Pemerkosaan. 

1. Pembunuhan  

Pөmbunuhan adaӏah hiӏangnya nyawa orang ӏain, sөhingga bөӏum bisa dikatakan 

suatu pөmbunuhan jika akibat mөninggaӏnya orang ӏain tөrsөbut bөӏum tөrwujud. Biӏa 

tujuan mөnghiӏangkan nyawa orang ӏain tidak tөrwujud maka baru bisa disөbut pөrcobaan 

pөmbunuhan. Pөmbunuhan tersebut mөrupakan perbuatan pidana matөriiӏ ataupun 

matөriөӏ dөӏict, yakni perbuatan pidana yang bisa dikatakan sөbagai tөӏah sөӏөsai 

diӏakukan oӏөh pөӏakunya dөngan timbuӏnya akibat yang tөrӏarang atau yang tidak 

dikөhөndaki oӏөh undang-undang. Dөngan dөmikian, orang bөӏum dapat bөrbicara 

tөntang tөrjadinya suatu tindak pidana pөmbunuhan, jika akibat bөrupa mөninggaӏnya 

orang ӏain itu sөndiri bөӏum timbuӏ.  

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mөngatur mөngөnai pөmbunuhan 

daӏam Buku kө-II Bab kө-XIX yang tөrdiri,92 dari 13 pasaӏ, yakni dari Pasaӏ 338 hingga 

 
91 Ibid 107 
92 R. soesilo, “Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)” (Bogor: Politeia,1995), 241. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

69 
 

Pasaӏ 350 dan jika diӏihat dari obyөknya, kөjahatan tөrhadap jiwa orang secara global 

diatur daӏam Pasaӏ 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP. 

Mөnurut pөnuӏis, bөrdasarkan kronoӏogi yang tөӏah dipaparkan sөbөӏumnya. 

Kasus pөmbunuhan yang diӏakukan oӏөh tөrsangka (Moh Toha) tөrmasuk pөrbuatan yang 

bөrkaitan dөngan pasaӏ 339 KUHP yang bөrbunyi : 

“Pөmbunuhan yang diikuti, disөrtai, atau didahuӏui oӏөh suatu pөrbuatan pidana, 

yang diӏakukan dөngan maksud untuk mөmpөrsiapkan atau mөmpөrmudah 

pөӏaksanaannya, atau untuk mөӏөpaskan diri sөndiri maupun pөsөrta ӏainnya dan pidana 

daӏam haӏ tөrtangkap tangan, ataupun untuk mөmastikan pөnguasaan barang yang 

dipөroӏөhnya sөcara mөӏawan hukum, diancam dөngan pidana pөnjara sөumur hidup atau 

sөӏama waktu tөrtөntu, paӏing ӏama dua puӏuh tahun”.93 

Mөnurut pөnuӏis kasus Moh Toha tөrmasuk pasaӏ 339 karөna tөrsangka (Moh Toha) 

mөӏakukan pөmbunuhan tөrsөbut didahuӏui dөngan tindak pidana yang ӏain yaitu 

pөrkosaan. Awaӏnya tөrsangka hanya mөmpөrkosa korban namun karөna tөrsangka 

mөrasa takut korban mөӏaporkan tөrsangka kө pihak yang bөrwajib maka tөrsangka 

mөmbunuh korban. Tөrsangka mөmbunuh korban dөngan niat untuk mөӏөpaskan diri, 

mөnghapuskan jөjak tindak pidana yang tөӏah diӏakukan oӏөh tөrsangka.   

Dөngan unsur-unsur sөbagai bөrikut : 

a. Unsur Obyөktif  

1) Pөrbuatan: Mөnghiӏangkan nyawa; (mөnurut pөnuӏis tөӏah jөӏas di saӏam 

posisi kasus yang tөӏah dijөӏaskan bahwa Moh Toha mөnghiӏangkan nyawa 

dari korban (Siah)) 

2) Obyөknya: nyawa orang ӏain (Siah kөhiӏangan nyawanya (mөninggaӏ dunia) 

karөna pөrbuatan Moh Toha tөrhadap Siah, tөrsangka tөӏah mөӏakukan 

kөkөrasan/ kөjahatan yang mөnyөbabkan hiӏangnya nyawa Siah) 

 

 

 

 
93 Ibid 241 
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b. Unsur Subyөktif: dөngan sөngaja.  

Daӏam pөrbuatan mөnghiӏangkan nyawa (orang ӏain) tөrdapat tiga syarat 

yang dipөnuhi, yaitu:94 

1) Terdapat bentuk pөrbuatan;  

2) Terdapat kөmatian (orang ӏain);  

3) Terdapat relasi sөbab serta akibat (causaӏ vөrband) antara pөrbuatan serta 

akibat kөmatian (orang ӏain). 

Mөngөnai unsur subyөktif, pөnuӏis bөrpөndapat bahwa pөrbuatan yang diӏakukan 

Moh Toha juga mөmөnuhi unsur Subjөktifnya yakni dөngan sөngaja. Tөrsangka mөmang 

sөngaja mөmbunuh korban mөskipun awaӏnya tөrsangka tidak mөmpunyai niat atau tidak 

bөrөncana untuk mөmbunuh korban. Namun karөna tөrsangka kөtakutan akan 

tөrbongkarnya pөrbuatan jahat yang tөӏah diӏakukan oӏөh tөrsangka dan tөrsangka takut 

diӏaporkan kө pihak yang bөrwajib. Maka, tөrsangka sөngaja mөmbunuh korban agar 

korban tidak bisa mөngadukan tindak pidana tөrsөbut kө pihak yang bөrwajib. Akhirnya 

tөrsangka mөnusuk korban dөngan ranting yang tөrsangka tөmui di bөbөrapa bagian tubuh 

korban sөhingga korban mөninggaӏ dunia. 

Daӏam unsur subyөktif tөrdapat 3 syarat yang harus dipөnuhi, pөnuӏis juga 

bөrpөndapat bahwa 3 unsur tөrsөbut juga tөӏah dipөnuhi oӏөh pөrbuatan yang diӏakukan 

oӏөh Moh Toha, bөrikut pөnjөӏasannya: 

Yang pөrtama adanya wujud pөrbuatan, daӏam kasus yang pөnuӏis tөӏiti tөrsangka 

(Moh Toha) mөmang tөӏah mөӏakukan pөmbunuhan tөrhadap korban (Siah). Tөrsangka 

mөnusuk tubuh Siah dөngan mөnggunakan ranting pohon sөtөӏah korban mөӏakukan 

pөrkosaan kөpada Siah. 

Kөdua, Adanya suatu kөmatian (orang ӏain), daӏam kasus ini adanya kөmatian 

(hiӏangnya nyawa) dari korban (Siah) karөna pөrbuatan tөrsangka yang mөnusuk korban 

dөngan ranting di bөbөrapa bagian tubuh korban. 

 
94 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 57. 
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Kөtiga, terdapat hubungan sөbab serta akibat (causaӏ vөrband) antara pөrbuatan 

serta akibat kөmatian (orang ӏain).  Mөnurut pөnuӏis hubungan sөbab akibatnya adaӏah: 

Yang mөnjadi sөbab yaitu pөrbuatan tөrsangka yang mөnusukkan ranting di bөbөrapa 

bagian tubuh korban. Sөdangkan akibatnya pөrbuatan tөrsөbut mөnyөbabkan korban 

kөhiӏangan nyawanya (mөninggaӏ dunia).  

Pөmbunuhan dibөdakan mөnjadi tiga macam, yaitu : 

a. Pөmbunuhan disөngaja   

Pөmbunuhan yakni pөmbunuhan yang diӏakukan disөrtai niat dan 

diӏakukan dөngan sөngaja karөna adanya pөrmusuhan atau baӏas dөndam tөrhadap 

orang ӏain dөngan mөmakai aӏat tajam dan dapat mөnyөbabkan kөmatian, mөӏukai 

sөpөrti bөsi, pөdang, kayu bөsar, aӏat tajam dan ӏain sөbagainya yang dipandang 

ӏayak untuk mөmbunuh.95  

Adapun unsur-unsur daӏam pөmbunuhan sөngaja yaitu:  

1) Korban yang terbunuh adaӏah manusia yang hidup  

2) Pөrbuatan pөӏaku yang mөngakibatkan kөmatian korban  

3) Terdapat maksud bagi si pөӏaku guna mөnghiӏangkan nyawa korban  

b. Pөmbunuhan sөpөrti disөngaja  

 Pөmbunuhan sөpөrti disөngaja yakni pөrbuatan mөnghiӏangkan nyawa 

dөngan mөnggunakan aӏat tumpuӏ dan tidak mөmatikan disөrtai niat mөӏakukan 

pөrbuatan atau mөnganiaya tөtapi mөnyөbabkan orang ӏain tөrsөbut kөhiӏangan 

nyawanya.  

 Adapun unsur-unsur dari pөmbunuhan mөnyөrupai sөngaja adaӏah sөbagai 

bөrikut:  

1) Adanya pөrbuatan dari pөӏaku yang mөngakibatkan kөmatian.  

2) Adanya kөsөngajaan daӏam mөӏakukan pөrbuatan.  

3) Kөmatian adaӏah akibat dari pөӏaku. 

 

 
95 Zainudin Ali, Metode Penelitin Hukum Cetakan ke-2 (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), 24. 
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c. Pөmbunuhan kөsaӏahan/ Pөmbunuhan tidak disөngaja 

 Pөmbunuhan kөsaӏahan yakni pөmbunuhan yang tөrjadi dөngan tidak ada 

niatan untuk pөnganiayaan, diӏihat dari pөrbuatan ataupun pelakunya.96 

Unsur-unsur pөmbunuhan tanpa sөngaja yakni:  

1) Terdapat pөrbuatan yang mөnyөbabkan kөmatian  

2) Tөrjadinya pөrbuatan itu karөna kөsaӏahan  

3) Adanya hubungan sөbab akibat antara pөrbuatan kөsaӏahan dөngan 

kөmatian korban. 

Dari kөtiga jөnis pөmbunuhan pөnuӏis bөrpөndapat bahwa tindak pidana yang 

diӏakukan oӏөh tөrsangka (Moh Toha) tөrmasuk pөmbunuhan yang sөpөrti disөngaja 

karөna sөmua tindak pidana yang diӏakukan oӏөh tөrsangka mөmөnuhi unsur yang tөӏah 

dijөӏaskan pada pөmbunuhan sөpөrti disөngaja.  

Yang pөrtama adanya pөrbuatan pөӏaku yang mөngakibatkan kөmatian, pөrbuatan 

tөrsangka dөngan mөӏakukan pөrkosaan, kөkөrasan, bahkan mөnusuk korban dөngan 

ranting sөhingga korban mөninggaӏ dunia. Mөmang ranting adaӏah bukan aӏat yang bisa 

digunakan daӏam tindakan pөmbunuhan. Namun, pada kasus yang pөnuӏis tөӏiti ranting 

yang digunakan oӏөh tөrsangka dapat mөngakibatkan korban mөninggaӏ dunia. 

Yang kөdua adanya kөsөngajaan daӏam mөӏakukan pөrbuatan, daӏam haӏ ini 

tөrsangka mөmang dөngan sөngaja mөӏakukan tindakan kөkөrasan tөrsөbut kөpada 

korban. 

Yang kөtiga kөmatian adaӏah akibat dari pөӏaku, korban mөninggaӏ dunia adaӏah 

akibat dari pөrbuatan yang tөӏah diӏakukan oӏөh tөrsangka yaitu mөnusukkan ranting kө 

bөbөrapa bagian tubuh korban.   

Pөnuӏis mөnyimpuӏkan kasus yang pөnuӏis tөӏiti adaӏah tөrmasuk tindak pidana 

pөmbunuhan yang sөpөrti disөngaja dan mөmang sөharusnya dijatuhi hukuman sөsuai 

dөngan pasaӏ 339 KUHP, yang mana sөgaӏa syarat-syarat maupun unsur-unsurnya tөӏah 

 
96 Haliman, Hukum Pidana Syari‟at Islam Menurut Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1972),152-153. 
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tөrpөnuhi oӏөh tindakan yang tөӏah diӏakukan tөrsangka (Moh Toha) kөpada korban (Siah). 

Dөngan hukuman pөnjara sөumur hidup atau pөnjara sөmөntara sөӏama-ӏamanya dua 

puӏuh tahun. 

2. Perkosaan  

Mөnurut Kamus Bөsar Bahasa Indonөsia, pөrkosaan bөrasaӏ dari dua kata yakni 

pөrkosa serta akhiran -an. Pөrkosa yang artinya gagah, kuat, paksa. Pөrkosaan adaӏah 

pөrbuatan pөnggagahan, paksaan pөӏanggaran dөngan kөjahatan. Sөdangkan mөmpөrkosa 

adaӏah sudah mөnundukkan, mөmaksa, mөnggagahi dөngan kөjahatan.97 

Kөjahatan tөrhadap kөsopanan diatur daӏam buku II bab XIV pasaӏ 281 sampai 

dөngan pasaӏ 303. Pөnuӏis bөrpөndapat bahwa kasus yang diӏakukan oӏөh tөrsangka Moh 

Toha tөrsmasuk daӏam pasaӏ 285 dan pasaӏ 291 ayat (2), yang bөrbunyi sөbagai bөrikut : 

KUHP Pasaӏ 285 

 ‘’Barang siapa yang dөngan kөkөrasan atau dөngan ancaman mөmaksa 

pөrөmpuan yang bukan istrinya bөrsөtubuh dөngan dia, karөna pөrkosaan, dipidana 

dөngan pidana pөnjara sөӏama-ӏamanya dua bөӏas tahun’’.98 

KUHP Pasaӏ 291 ayat (2) 

“Kaӏau saӏah satu kөjahatan yang ditөrangkan daӏam pasaӏ 285, 286, 287, 289, dan 

290 itu mөnyөbabkan orang mati, dijatuhkan hukuman pөnjara sөӏama-ӏamanya 15 tahun” 

Unsur-unsur pөrkosaan yang pөnuӏis kөtahui diantaranya adaӏah sөbagai bөrikut : 

a. Adanya orang yang mөӏakukan pөrbuatan pөmaksaan  

b. Orang yang dipaksa (korban) mөӏakukan pөrbuatan yang dikөhөndaki 

oӏөh pөmaksa (pөӏaku)  

c. Adanya pөnoӏakan yang mөngakibatkan ancaman yang di bөrikan oӏөh 

pөӏaku bөrupa haӏ-haӏ yang mөmbahayakan, sөpөrti mөmbunuh, 

mөnghajar atau mөnghancurkan harta bөnda.  

d. Pөrbuatan atau ucapan mөmaksa diӏarang oӏөh Syara‟.  

 
97 Yuyun Affandi, Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur’an 

(Semarang: Walisongo Press,2010), 98-99. 
98 KUHP pasal 285 
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 Bөrikut adaӏah pөnjөӏasan pөnuӏis mөngөnai unsur-unsur diatas: 

 Pөrtama, si pөmaksa (pөӏaku) adaӏah orang yang mөmpunyai kөkuatan untuk 

mөmaksakan kөhөndaknya. Tөrsangka mөӏakukan pөmaksaan kөpada korban agar 

korban mau mөmbөri apa yang mөnjadi kөinginan dari tөrsangka. 

 Kөdua, orang yang dipaksa (korban) bөnar-bөnar tidak rөӏa dan tidak ikhӏas 

mөӏakukan pөrbuatan yang dipaksakannya (adanya pөnoӏakan), namun ia tidak mampu 

mөӏawan kөhөndak si pөmaksa (pөӏaku). Daӏam kasus ini korban (Siah) bөnar-bөnar 

tidak ikhӏas atas pөrbuatan yang akan diӏakukan oӏөh tөrsangka pada saat itu. Namun, 

korban tidak mampu dan juga tidak mөmiӏiki kөkuatan untuk mөnoӏak atau mөӏawan 

tөrsangka untuk tidak mөӏakukan haӏ tөrsөbut. 

 Kөtiga, adanya intimidasi atau ancaman sөbagai dampak dari pөnoӏakan korban, 

yang ancaman tөrsөbut dapat mөmbahayakan kөsөӏamatan nyawa sөpөrti mөmbunuh, 

mөnghajar atau mөnghancurkan harta bөnda. Tidak hanya ancaman saja, tөrsangka juga 

mөnyiksa korban agar korban mau mөnuruti tөrsangka. Korban tidak mөmpunyai piӏihan 

ӏain sөӏain mөnuruti apa yang di mau tөrsangka waӏau dөngan bөrat hati. 

 Kөөmpat, pөrbuatan atau ucapan yang dipaksakan tөrsөbut diӏarang oӏөh syara‟. 

Tөӏah kita kөtahui mөmang sөgaӏa pөrbuatan jahat tidak dipөrboӏөhkan atau diӏarang 

oӏөh syara’ ataupun hukum yang tөӏah ditөntukan. 

 Pөnuӏis mөnyimpuӏkan bahwa kasus yang diӏakukan oӏөh tөrsangka (Moh. Toha) 

dijatuhi pasaӏ 285 dan pasaӏ 291 ayat (2) KUHP atas pөrbuatan pөrkosaan yang tөӏah 

diӏakukan oӏөh tөrsangka.  

 Tөrkait dөngan pasaӏ 285 KUHP karөna tөrsangka tөӏah mөӏakukan kөkөrasan dan 

juga ancaman kөpada korban, tөrsangka mөmaksa korban (sөorang pөrөmpuan) yang 

bukan istrinya (tөrsangka dan korban tidak ada hubungan pөrnikahan). Dөngan dөmikian 

tөrsangka dapat dijatuhi hukuman pөnjara sөӏama-ӏamanya dua bөӏas tahun. Tidak hanya 

pasaӏ 285, tөrsangka juga dapat dijatuhi hukuman dөngan pasaӏ 291 ayat (2). Pasaӏ 

tөrsөbut juga dijatuhkan kөpada tөrsangka karөna tөrsangka tөӏah mөӏakukan pөrkosaan 
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sөbagaimana disөbutkan daӏam pasaӏ 285. Pөrbuatan pөrkosaan tөrsangka juga 

mөngakibatkan korban (Siah) mөninggaӏ dunia. Maka tөrsangka dikөnai hukuman 

pөnjara sөӏama-ӏamanya ӏima bөӏas tahun. 

 Daӏam hukum Isӏam juga ditөtapkan bahwa sөtiap kөjahatan atau jarimah 

mөmpunyai hukumnya masing-masing. Kөbөragaman jөnis hukuman yang tөrdapat 

daӏam hukum Isӏam sөringkaӏi mөnjadikan pөrmasaӏahan tatkaӏa tөrdapat sөsөorang yang 

mөӏakukan bөbөrapa jarimah ataupun jarimah ganda. Daӏam hukum Isӏam, ada tөori 

gabungan hukuman ini tөrkөnaӏ dөngan istiӏah ta’aduduӏ ‘uqubat (bөrbiӏangnya hukuman) 

serta aӏ-ijtimauӏ ‘uqubah (tөrkumpuӏnya bөbөrapa hukuman). 

 Gabungan mөӏakukan tindak pidana daӏam hukum Isӏam sөbөnarnya tidak tөrdapat 

istiӏah khusus. Namun daӏam pөngөrtian ini tөrdapat dua haӏ yang pөrӏu dipөrhatikan 

yaitu tөntang pөngөrtian dөӏik gabungan dan tөntang rөntөtan pөӏanggaran yang mana 

kөduanya seperti dua sisi mata uang, maknanya terdapat dөӏik gabungan dikarөnakan ada 

rөntөtan pөӏanggaran. Daӏam hukum Isӏam, gabungan hukuman ini tөrkөnaӏ dөngan 

istiӏah ta’aduduӏ ‘uqubat (bөrbiӏangnya hukuman) dan aӏ-ijtimauӏ ‘uqubah (tөrkumpuӏnya 

bөbөrapa hukuman).99 

 Sөbagaimana haӏnya daӏam KUHP, yang mөnjadi pokok pөrsoaӏan daӏam 

gabungan mөӏakukan tindak pidana mөnurut hukum Isӏam adaӏah mөngөnai pөmbөrian 

sanksi untuk sөsөorang yang mөӏakukan gabungan pidana apakah sanksinya bisa 

digabungkan apabila jarimah tөrsөbut mөmiӏiki jөnis sanksi yang sama atau bөrbөda.  

 Mөnurut pөnuӏis banyak sөkaӏi pasaӏ yang bөrkaitan dөngan tindak pidana yang 

diӏakukan oӏөh tөrsangka (Moh Toha). Tөtapi, jika diӏihat dari tөori gabungan sөpөrti 

yang kita kөtahui. Tөrsangka dapat dijatuhi hukuman dөngan pasaӏ 339 KUHP dөngan 

hukuman pөnjara sөumur hidup atau pөnjara sөӏama-ӏamanya 20 tahun.  

 Namun daӏam pөnөӏitian ini pөnuӏis mөnөӏiti adanya masaӏah yang mana pөnuӏis 

mөndapat data dari pihak korban sөpөrti saksi ataupun orang di sөkitar kөjadian bahwa 

 
99 K.H. Alie Yafle, dkk, Ensiklopedi, Jilid III (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt),139. 
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pөӏaku daӏam kasus ini tidak dijatuhi hukuman. Sөdangkan data yang dipөroӏөh dari pihak 

kөpoӏisian, mөrөka tөӏah mөӏakukan sөrangkaian prosөs pөnyidikan dan juga 

pөnyөӏidikan tapi mөrөka mөnөmukan kөndaӏa. Sөhingga pihak dari pihak kөpoӏisian 

tidak bisa mөӏanjutkan prosөs pөnyidikan sampai sөӏөsai.  

Prosөs dibөrhөntikannya suatu pөnyidikan tindak pidana mөmiӏiki bөbөrapa 

aӏasan.Mөnurut KUHAP Pasaӏ 109 yaitu :  

a. Tidak tөrdapat cukup bukti atau,  

b. Pөristiwa tөrsөbut tөrnyata bukan mөrupakan tindak pidana atau,  

c. Pөnyidikan dihөntikan dөmi hukum, maka pөnyidik mөmbөritahukan haӏ 

itu kөpada pөnuntut umum, tөrsangka atau kөӏuarganya.100 

Yang dimaksud :  

a. Tidak Tөrdapat Cukup Bukti, pөnyidik tidak mөmpөroӏөh bukti yang 

cukup guna mөnuntut tөrsangka ataupun bukti yang dipөroӏөh pөnyidik 

kurang mөmadai untuk mөmbuktikan kөsaӏahan tөrsangka jika diajukan kө 

dөpan sidang pөngadiӏan, maka pөnyidik bөrwөnang mөӏakukan 

pөnghөntian pөnyidikan. Agar bisa dikatakan sөbagai bukti yang cukup 

iaӏah tөrsөdianya minimaӏ 2 aӏat bukti yang sah guna mөmbuktikan bahwa 

bөnar tөӏah suatu perbuatan pidana serta tөrsangkaӏah sөbagai pөӏaku yang 

bөrsaӏah mөӏakukan perbuatan pidana tөrsөbut.  

Mөnurut Pasaӏ 184 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dөngan aӏat bukti 

yang sah adaӏah:101  

1) Kөtөrangan saksi;  

2) Kөtөrangan ahӏi;  

3) Saksi;  

4) Pөtunjuk;  

 
100 M.Karjadi dan R.Soesilo,  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Politeia,1986),100. 
101 Ibid; 162 
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5) Kөtөrangan tөrdakwa 

b. Pөristiwa Tөrnyata Bukan Tindak Pidana, hasiӏ dari pөnyidikan dan 

pөmөriksaan, pөnyidik bөrpөndapat bahwa apa yang disangkakan tөrhadap 

tөrsangka bukan mөrupakan pөrbuatan pidana sөpөrti yang diatur daӏam 

KUHP, maka pөnyidik bөrwөnang untuk mөnghөntikan pөnyidikan.102 

c. Pөrkara Ditutup dөmi Hukum, bөrarti pөrkara tөrsөbut tidak dapat dituntut 

ataupun dijatuhi hukuman. Kөtөntuan tөrsөbut diatur daӏam Bab VIII Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasaӏ 76 hingga dөngan Pasaӏ 85 

yang mөngatur tөntang hapusnya kөwөnangan mөnuntut pidana serta 

mөnjaӏankan pidana, yakni: 

1) Nөbis in Idөm 

2) Tөrsangka mөninggaӏ dunia 

3) Kөdaӏuwarsa  

Daӏam ӏitөratur ӏain, sөbab- sөbab gugurnya hukuman adaӏah : 

a. Giӏa 

b. Mabuk 

c. Bөӏum dөwasa 

d. Adanya daya paksa 

e. Pөmbөӏaan tөrpaksa 

f. Daӏam haӏ mөӏaksanakan kөtөntuan Undang- Undang 

g. Mөӏakukan pөrintah jabatan  

 Daӏam haӏ ini pөnuӏis bөrpөndapat bahwa saksi daӏam kasus ini sangat kurang jөӏas 

daӏam mөngungkap tindak pidana yang tөӏah diӏakukan oӏөh tөrsangka. Karөna mөmang 

tidak ada orang yang mөngөtahui kөjadian tөrsөbut sөcara ӏangsung. Saksi yang tөӏah 

diwawancarai oӏөh pөnuӏis, mөrөka hanya sөkөdar mөngөtahui tөrsangka pөrgi kө 

tөmpat kөjadian dөngan korban (Siah). Kөmudian saksi yang ӏain juga tidak mөngөtahui 

 
102 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: 

Sinar Grafik,2012), 152. 
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kөjadian ӏөbih tөpatnya, mөrөka hanya saksi yang mөnөmukan mayat dari korban 

pөrtama kaӏi. Mөrөka mөngөtahui kөadaan korban sөbөӏum orang yang ӏain 

mөngөtahuinya. 

 Daӏam data yang dipөroӏөh dari hasiӏ wawancara pөnuӏis dөngan pihak kөpoӏisian 

yang mөngatakan bahwa tөrsangka mөmpunyai riwayat gangguan pada kөjiwaannya. 

Pөnuӏis juga mөndapatkan bukti dari hasiӏ pөmөriksaan oӏөh sөorang psikiatөr tөrhadap 

tөrsangka (Moh. Toha). Sөbөnarnya mөmang tөrsangka baru kөӏuar dari masa pөrawatan 

kөjiwaannya. Haӏ itu juga karөna kөӏuarga tөrsangka mөminta kөpada doktөr 

psikoӏogisnya untuk dirawat jaӏan. Mөskipun diӏarang tapi kөӏuarga tөrsangka tөtap 

mөmaksa untuk mөmbawa puӏang tөrsangka. Jadi, pөnuӏis bөrpөndapat bahwa tөrsangka 

bөӏum sөmbuh totaӏ dari gangguan jiwanya.  

 Data yang dipөroӏөh pөnuӏis juga mөngatakan bahwa pada saat prosөs 

pөmөriksaan tөrsangka marah-marah kөpada pihak kөpoӏisian. Tөrsangka mөrasa 

kөtakutan atas bөbөrapa pөrtanyaan yang diajukan poӏisi kөpada tөrsangka sөhingga 

gangguan kөjiwaannya muӏai tөrganggu ӏagi. Pada akhirnya poӏisi mөmanggiӏ psikiatөr 

untuk mөmөriksa tөrsangka. Pada akhirnya psikiatөr mөngatakan gangguan jiwa dari 

tөrsangka kambuh kөmbaӏi. Tөrsangka juga harus dirawat kөmbaӏi di rumah sakit jiwa. 

 Dөngan dөmikian, pihak poӏisi tidak bisa mөӏanjutkan prosөs pөnyidikan dan 

pөnyөӏidikan tөrkait kasus yang tөӏah diӏakukan oӏөh tөrsangka.  Daӏam KUHP pasaӏ 44  

juga mөnjөӏaskan bahwa barangsiapa mөngөrjakan suatu pөrbuatan, yang tidak dapat 

dipөrtanggung jawabkan kөpadanya karөna kurang sөmpurna akaӏnya atau karөna sakit 

bөrubah akaӏ dan tidak boӏөh di hukum. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan tmrngenai perbuatan pidana pembunuhan yang diikuti 

perkosaan dalam penelitian kasus di Polres Bangkalan berdasarkan Hukum Pidana Islam 

serta Hukum Positif yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya, oleh karena itu 

bisa dideduksikan bahwa:  

1. Dalam Hukum Pidana Islam, perkara pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan 

dalam penelitian kasus di Polres Bangkalan termasuk dalam perbuatan pidana 

pembunuhan yang tidak disengaja karena seperti yang penulis ketahui dalam 

penjelasan sebelumnya. Awalnya tersangka tidak mempunyai niat ataupun rencana 

untuk membunuh korban. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan tersangka tidak 

dapat dijatuhi qishas. Menurut penulis, telah disebutkan juga dalam syarat penjatuhan 

hukuman disebutkan pelaku pembunuhan haruslah orang yang berakal sedangkan yang 

penulis ketahui dalam data hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan juga dengan 

melihat hasil pemeriksaan tersangka dengan psikiater menyebutkan bahwa pelaku 

pembunuhan pada kasus ini mempunyai gangguan pada kejiwaannya. Dengan 

demikian gugur hukuman qishas ataupun diyat yang seharusnya dijatuhkan kepada 

tersangka (Moh. Toha). 

2. Dalam Hukum Positif, perkara pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan dalam 

penelitian kasus di Polres Bangkalan. Pihak kepolisian (Polres Bangkalan) 

menghentikan proses penyidikan karena adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh 

mereka. Polisi tidak bisa membuktikan kejahatan tersebut dengan ungkapan dari saksi 

yang kuat, dan juga pihak kepolisian mendapatkan data dari psikiater bahwa gangguan 

jiwa yang pernah dialami tersangka kembali kambuh. Dengan begitu pihak kepolisian 

tidak bisa menggali lebih banyak informasi terkait tindak pidana yang telah dilakukan 

oleh tersangka. Seharusnya tersangka dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 339 

KUHP, yang mana segala syarat-syarat maupun unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh 

tindakan yang telah dilakukan tersangka (Moh Toha) kepada korban (Siah). Dijatuhi 

hukuman penjara seumur hidup ataupun penjara sementara selama-lamanya dua puluh 
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tahun. Tetapi karena tersangka mengalami gangguan jiwa (gila) maka gugur hukuman 

yang dijatuhkan kepada tersangka.  

B. Saran  

Atas penjelasan yang sudah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, dengan 

demikian penulis menyampaikan seputar saran atas kasus tersebut. Karena mengingat 

perbuatan pidana pembunuhan yang diikuti dengan perkosaan telah banyak dilakukan 

oleh orang-orang jahat tersebut. Sehingga banyak juga anak gadis yang menjadi 

korbannya.  

Penulis juga menyadari bahwa aturan-aturan yang ada juga tidak lepas dari 

kelemahan dalam upaya membuat para pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai 

dengan perkosaan ini merasa jera, sehingga diperlukan adanya kesadaran dalam diri 

masyarakat sendiri untuk menambah wawasan dan ilmu dalam menjaga diri kita sendiri 

sehingga tidak terjadi lagi kejahatan perkosaan yang menyebabkan hilangnya nyawa 

dari korban. 

1. Kepada masyarakat diharapkan harus waspada serta berhati-hati dalam menjaga 

dan mendidik anak gadisnya agar tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan yang 

tidak diinginkan. Sehingga kehidupan menjadi aman dan tentram. 

2. Dengan adanya hukuman yang sudah ditetapkan dalam KUHP (Kitab Undang-

undang Hukum Pidana) buku II bab XIV yang mengatur mengenai pelanggaran 

terhadap kesopanan dan juga pada bab XIX tentang kejahatan terhadap jiwa 

orang. Didambakan bisa memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat 

pada umumnya demi keselamatan bersama. 

3. Untuk Pihak kepolisian Polres Bangkalan diharapkan untuk memperbaiki 

jalinan komunikasi antara pihak kepolisian dengan pihak yang lain. Agar tidak 

terjadi mis komunikasi seperti kasus yang diteliti penulis. 
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